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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan library research yang mengkaji tentang kedudukan dan 
peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai new chamber dalam parlemen 
Indonesia. Dimana secara konstitusional sistem parlemen tidak lagi bersifat 
unikameral, tetapi bikameral. Bahkan, sebagian ahli menyebutnya sistem trikarneral 
karena MPR tidak hanya sebagai lembaga join session anggota DPR dan anggota 
DPD, tetapi juga memiliki peran dan kewenangan tersendiri. Akan tetapi DPR dan 
DPD sebagai legislative partner tidak memiliki kewenangan yang seimbang. Padahal 
kehadiran DPD dimaksudkan untuk mengimbangi DPR untuk tercapainya check and 
balance dalam proses legislasi. Seakan DPR sebagai lembaga superior dan DPD 
sebagai lembaga inferior. Relasi keduanya bersifat asimetris dan soft bicamerlism 
(bikameral lernah) bukan strong bicameralism. Dengan kata lain, DPD sebagai co- 
legislatif DPR, sekalipun DPD adalah teritorial representation (penvakilan daerah). 
Mengingat pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach yang mengkaji 
berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tema ini dengan 
metode contents analysis, maka penulis dapat menyimpulkan temuan penelitian ini 
bahwa hubungan asimetris atau soft bicamerlism dalam parlemen ini akibat 
kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD bersifat terbatas. Di sisi lain, 
sebagai teritorial representation DPD seharusnya mampu melakukan optimalisasi 
peran yang diberikan undang-undang dalam mengimbangi peran DPR sebagai 
democratic representation. Walaupun tentu terasa sulit sebelum adanya penguatan 
h g s i  legislasi dalam undang-undang. Solusinya, jika tidak diinungkinkan 
melakukan amandemen baru karena peliknya proses tersebut, maka DPD dintuntut 
untuk melakukan optimalisasi penguatan institusional, baik internal maupun 
eksternal, misalnya berupa perbaikan struktural kelembagaan, penguatan relasi antar 
lembaga negara dan penguatan relasi kultural dengan pemerintah pusat maupun 
daerah dan konstituennya, sehingga kebekuan dalam sistem parlemen menjadi 
dinamis. 



DAFTAR IS1 

Halaman Judul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ............. .. .... ...................... . ....... i 

. . 
Halaman Persetujuan.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. 11 

... 
Halaman Motto dan Persembahan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: ........................ 111 

Pernyataan Keaslian.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..........+.................................... iv 

Halaman Abstrak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .. . . ... .. . ... .. ... .. . . . . . . .. . . . . . . . ... .v 

Halaman Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ..... . . ......... ...... . .. . .... . . ... ..vi 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah.. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............ 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................... 7 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 7 

D. Kerangka Teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ..... .8 

. . 
E. Metode Penelltlan.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 16 

BAB I1 : SISTEM PARLEMEN BIKAMERAL 

A. Demokrasi ...................................................................... 20 

B. Kedaulatan Rakyat dan Dernokrasi.. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ... 25 

C. Sistem Parlemen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ........... 30 

D. Parlemen Bikameral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... 34 



BAB 111 : KEDUDUKPIAN DPD SEBAGAI LEGISLATIVE PARTNER 

A . Latar Belakang Lahirnya DPD .................................... 44 

B . Bikameral dan Fungsi Legislasi ................................... 46 

C . Kedudukan dan Fungsi DPD ...................................... 55 

............................... D . Kewenangan DPD dalam Legislasi 60 

E . Relasi MPR, DPR dan DPD .......................................... 65 

BAB IV : LIMITASI KEWENANGAN DAN OPTIMALISASI PERAN 

LEGISLASI DPD 

A . Penguatan Fungsi Legislasi ........................................ 70 

B . Optimalisasi Peran DPD Sebagai Legislative Partner 

............................................................. (Co-Legislati f )  -76 

....... C . DPD sebagai Lembaga Aspirator Kepentingan Daerah 81 

BAB V : PENUTUP 

............................................................. . A Kesimpulan 102 

........................................................................ . B Saran 104 

............................................................................. DAFTAR PUSTAKA 105 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diskursus desentralisasi dan otonomi daerah dalam bingkai negara 

kesatuan adalah bagian dari tuntutan reformasi yang bergulir pada tahun 1998. 

Secara teoritik-konseptual, desentralisasi d m  otonomi daerah menuntut adanya 

maksimalisasi dan optimalisasi ketenvakilan daerah di parlemen. Kehadiran 

Dewan Penvakilan Rakyat (DPR) sebagai reperesentasi rakyat belum dianggap 

cukup untuk menyampaikan aspirasi rakyat dalam menentukan kebijakan- 

kebijakan strategis bersarna pemerintah. Karenanya, muncul wacana urgensi 

dibentuknya lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan menjadi sebuah 

keniscayaan. 

Maka dari itu, dalam memperkuat mekanisme checks and balance antara 

pemerintah dan parlemen (baca: DPR) dibentuklah lembaga baru yang disebut 

Dewan Penvakilan Daerah (DPD). Lahirnya DPD secara konseptual diharapkan 

mampu mewujudkan cita-cita bersama, yakni tenvujudnya pemerintahan yang 

baik (good governance) dan intensifikasi hubungan harmonis antara pernerintah 

daerah dan pernerintah pusat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

Dalam konstitusi (pasca amandemen), DPD diposisikan sejajar dengan 

DPR sebagai anggota MPR.' Perubahan ini menjadikan sistem parlemen di 

- - 

I Pasal2 ( 1 )  UUD'45, rnenyatakan bahwa "Mnjelis Permusynwarntan Rakyat terdiri atas 
anggola Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotn Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih rnelalui 



Indonesia berubah dari sistem monokameral ke sistem bikameral. Akan tetapi, 

sistem bikameral yang diselenggarakan di Indonesia berbeda dengan sistem 

bikameral negara-negara lain. Sistem bikameral Indonesia bersifat soft 

bicarnera~,~ Sementara sistem bikameral di negara lain bersifat strong bi~arneral .~ 

Dalam konteks ini, idealnya kehadiran DPD sebagai representasi daerah 

(terretorial representation) mampu memberikan solusi demokratis terhadap 

sistem politik yang tidak populis. Akan tetapi, realitanya kedudukan DPD 

terbelenggu secara kontitusional, tidak lebih dari sekedar aksesoris demokrasi 

dalam sistem perwakilan. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dalam konstitusi 

yang mengatur tentang kewenangan DPD yang terkesan diskriminatif 

dibandingkan dengan kewenangan DPR sebagai patner legislatif dalam parlemen. 

Sebagai lembaga legislatif, DPD hanya memiliki hak dapat mengajukan 

dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang otonomi daerah, 

dan mengawasi pelaksanaannya; hubungan pusat-daerah; pembentukan, 

pernekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

ekonomi lain; serta perimbangan keuangan pusat-daerah.4 Dengan kewenangan 

yang begitu terbatas, DPD tidak dapat memiliki fungsi legislasi yang optimal 

pemilihan umum dun diatur lehih lanjut dengan undang-undang". Mahkamah Konstitusi, 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
kepanitraan, 2009), hlm. 6. 

Soy Bicameralism adalah sistem dua kamar yang lemah, satu sama lain tidak 
. mempunyai kewenangan yang sama dan tidak saling melengkapi, misalnya DPR memiliki 

kewenangan yang lebih kuat dibandingkan DPD, padahal keduanya dipilih dengan sistem yang 
sama yaitu melalui pemilihan umum. 

Strong Bicameralism adalah sistem dua kamar yang sama-sama memililu kewenangan 
yang kuat dan saling melengkapi satu sama lain, bahkan ditambah lagi dengan hak veto. 

UlJD R1 tahun 1945 5&- 
hak DPD --. 7311 T P R  
dan DPRD. Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Undang-Undang SUSDUK 2009, cet. 1 ,  (Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 71-74. 



layaknya DPR. Padahal, dalam teori perundang-undangan, fungsi legislasi harus 

dilihat secara utuh yaitu mulai dari proses pengajuan RUU sampai 

penyetujuannya menjadi Undang-Undang (uu ) .~  

Ketimpangan fungsi legislasi DPD secara konstitutif tampak pada Pasal 20 

Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan membentuk undang- 

undang berada di tangan DPR. Tidak hanya itu, Pasal 20 A Ayat (1) UUD 1945 

secara eksplisit menentukan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. 

Sementara adanya perubahan pasal 2 ayat (1) yang menghapus unsur 

utusan golongan dan utusan daerah menjadi DPD dimaksudkan agar terjadi posisi 

yang sejajar (equal position) antara lower house (DPD) dan upper house (DPR). 

Namun demikian, penghapusan ini - menurut Bagir Mannan - lebih dimotivasi 

oleh pertimbangan pragrnatis dari pada konseptual. Perubahan sistem utusan 

daerah semestinya menjadi lebih demokratis dan dapat meningkatkan partisipasi 

daerah dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pernerintahan, di samping sebagai 

forum mernperjuangkan kepentingan (aspirasi) daerah.6 

Secara historis, awal mulanya sistem bikameral memang banyak 

diterapkan di negara-negara dengan sistem federal. Hal ini bertujuan untuk 

melindungi formula federasi itu sendiri. Akan tetapi, Indonesia yang menganut 

sistan negara kesatuan sebagaimana disebut dalam konstitusi (pasal 1 ayat (I)), 

menerapkan "sistem parlemen bikameral" yang dimaksudkan untuk. memberikan 

porsi ketenvakilan wilayah (daerah) di luar ketenvakilan rakyat melalui partai 

-- Riri Nazriyah, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan 
(Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 330. 

Ni'matul Huda, UUD 1945 dun Gagasan Amandemen Ulang (Jakarta: Rajawali, 2008), 
hlm. 228 



politik. 

Menurut Ni'matul ~uda ' ,  dipilihnya sistem bikarneral bukan tidak 

beralasan, melainkan didasarkan pada dua hal: 

1. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih 
stabil antara pihak eksekutif dan legislatif (the unbridled power of 
a single chamber being restrained by the creation a second 
chamber recruited on a d$erent basis). 

2. Keinginan untuk membentuk sistem parlementer berjalan, jika 
tidak efisien, setidak-tidaknya lebih lancar (smooth) melalui suatu 
majlis (chamber) yang disebut dengan revising chamber untuk 
memelihara a carefull check on the sometimes hasty decisions of a 
first chamber. 

Dengan demikian, pada prinsipnya tidak perlu lagi diperdebatkan apakah 

sistem bikameral relevan dengan negara federal atau negara kesatuan atau sistem 

lain (unikameral atau bahkan trikarneral). Akan tetapi, yang terpenting adalah 

sejauh mana peran dari masing-masing chamber itu dijalankan secara fungsional 

sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat di tingkat parlemen dalam mengawasi 

jalannya pemerintahan. 

Keterbatasan wewenang DPD - seperti telah disinggung di awal - dan 

susunan keanggotaan MPR sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 (pasca 

amandemen) semakin menguatkan sebuah asumsi bahwa orientasi utama yang 

menjadi latar belakang dibentuknya DPD tidaklah tercapai, yakni sebagai 

penyarnbung aspirasi kedaerahan dan patner legislatif DPR. Bahkan ketentuan- 

ketentuan tersebut justnr akan membelenggu (meminimalisir) daerah untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara. 

Akibatnya, DPD vang merupakan reperesentasi daerah cenderung sebagai 

Ibid, hlm. 229 



pelengkap (auxilary organ), karena hanya diberi wewenang dalam bidang tertentu 

saja yang disebut secara anumeratif dalam UUD tidak sebagai lembaga legislatif 

mumi layaknya DPR. Padahal, rekruitmen anggota DPD dan anggota DPR 

melalui sistem pemilihan yang sama. Bahkan bisa jadi lebih ketat pemilihan DPD 

dari pada DPR. Dengan dernikian, UUD 1945 amademen keempat ini 

memunculkan kesan lahirnya konsepsi baru dalam sistem perwakilan di parlernen 

Indonesia, yaitu sistem trikameral atau trikamera~isme.~ 

Idealnya, memang secara teoritik-konseptual sistem dua majelis (sistem 

bikarneral) dapat menciptakan check and balance yang semakin kuat, sehingga 

hngsi legislasi tidak hanya didominasi oleh DPR saja, tetapi dirancang, dibuat 

dan disetujui bersarna dengan chamber lain, DPD. Jimly As-Shiddiqie 

menegaskan bahwa dengan adanya dua majelis di suatu negara dapat 

menguntungkan, karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan- 

tindakan pengawasan bisa diperiksa dua kali (double check). Lebih-lebih jika 

masing-masing kamar sama-sama memiliki hak veto,g dengan alasan bahwa kedua 

chamber itu tidak berarti double representation, tetapi karena hakikat 

perwakilannya berbeda. DPR adalah representasi perwakilan rakyat, sedangkan 

DPD sebagai representasi perwakilan daerah. 

Untuk itu, agar selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang sangat luas, 

b~hkan cenderung federalistik, maka strong bicamera.lism lebih tepat untuk 

dikembangkan dalarn struktur parlemen di Indonesia, seperti halnya dengan 

8 Menurut Ni'mah, sistem trikameral adalah adanya 3 lembagahadan perwakilan dalam 
-- - dan wewenanp sendiri-sendiri. Ibid, hlm. 

-99 LJ 

Jimly Asshiddiqie, Fonnat Kelernbagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalarn 
UUD 1945 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlrn. 52. 



negara-negara federal di dunia."' 

Dampak positif dari strong bicameralism ini nantinya akan memacu sistem 

dua kamar menj adi efekti f dan lebih produkti f dalam legislasi hukum, karena 

segala tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar secara bersamaan, 

tanpa menunggu atau tergantung pada salah satu kamar saja. Akai tetapi, dalam 

realitanya, antara DPR dan DPD tidak lagi sebagai patner of legislation yang 

si fatnya sejajar, melainkan menganut sistem soft bicameralism (bikameral lunak). 

Karena fungsi dan wewenangnya berbeda, maka DPR seakan diposisikan sebagai 

parlemen superior dan DPD sebagai parlemen inferior. 

Karena itu, dalam analisa penulis ambiguitas kedudukan DPD dalam 

struktur ketatanegaraan Indonesia ini berawal dari banyaknya ketidakjelasan 

konsep, inkonsistensi dan inkoherensi ketentuan-ketentuan yang ada dalam 

konstitusi (UUD) 1945 yang sudah mengalami 4 kali amandemen (1999, 2000, 

2001, 2002), bahkan disinyalir per'lunya amandemen kelima' '. Walaupun patut 

diakui juga bahwa adanya perubahan (amandemen) tersebut tentu bertujuan 

menutup beberapa kekurangan dan kelemahan yang selama ini dianggap kurang 

relevan dengan perkembangan kenegaraan Indonesia dewasa ini. 

Ambivalensi konseptual ini misalnya dapat dilihat dari aspek bentuk 

negara (negara kesatuan atau negara federal), sistem pemerintahan (presidensial 

atau parlementer), sistem perwakilan (bikameral atau trikameral) dan lain-lain. 

Menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS) bahwa empat kali 

- - ' O  Ibid, hlm. 50 
n 1111D 1Q4F 

negara, dalarn "Kontribusi pemikiran untuk 50 tahun Prof: Dr. Moh.Mahfud MD, SH" 
(Yogyakarta: UII press, 2007), hlm 37-38. 



perubahan konstitusi itu tidak menjadi problem solver terhadap problem 

ketatanegaraan di negeri ini. Justru melahirkan ketentuan-ketentuan yang multi- 

interpretatif, sehingga dapat menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Mahfud 

NID mensinyalir adanya pertentangan konseptual dalam konstitusi karena 

perubahan itu dilakukan oleh para politisi yang sarat dengan kepentingan- 

kepentingan politik kelompok tertentu.12 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok 

masalah sebagai berikut: 

1 . Bagaimana kedudukan dan peran DPD RI sebagai Legislative Partner 

dalam sistem parlemen Indonesia pasca amandemen UUD 1945? 

2. Bagaimana optimalisasi peran DFD RI sebagai lembaga aspirator 

kedaerahan? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui kedudukan dan peran DPD RI sebagai legislative patrner 

dalam sistem parlemen Indonesia pasca amandemen UUD 1945. 

2. Menjelaskan optimalisasi peran DPD RI dalam menyampaikan 

aspirasi kepentingan daerah. 

- -- - 

l 2  Riri Nariyah, MPR RI Kajian ......, loc cit., hlm. 327. 



Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

ilmiah dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang 

ilmu pemerintahan dan ketatanegaraan, sebagai berikut: 

1. Melnberi penjelasan tentang kedudukan dan peran legislatif DPD RI 

dalam struktur organisasional sisteln parlemen Indonesia menurut 

UUD 1945. 

2. Memberi penjelasan tentang peran ideal DPD RI dalam upaya 

optimalisasi penyampaian aspirasi kepentingan daerah. 

D. Kerangka Teori 

1. Kedaulatan 

Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep dalam filsafat politik dan 

hukum kenegaraan yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi dalam sebuah 

negara. Pengertian kedaulatan itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab 

(daulah) yang berarti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan).I3 

Dalam literatur ilmu politik, hukum dan teori kenegaraan - dalam konteks 

sekarang - kedaulatan diartikan sebagai penguasa dan kekuasaan yang tertinggi. Ide 

kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dikenalkan pertama kali oleh Jean 

Bodin (1 530- 1596). Dalam buku karya monumentalnya yang berjudul Six Livres 

de la Republique dikatakan bahwa kedaulatan (dalam pandangan klasik) itu tidak 

dapat dipisahkan dari Negara. Tanpa kedaulatan, negara tidak akan ada. Bodin 

menambahkan empat ha1 penting terkait kedaulatan negara- sebagaimana dikutip 

-. 

l3 Al-Mawrid, A Modem English-Ambic Dictionary (Beirut: Dar El Ilmi lil Malayen, 
1979), hlm. 882 



1. Bahwa kedaulatan itu bersifat mutlak, abadi. Karena itu, ia hams 
bersifat utuh, tunggal dan tidak terbagi-bagi atau terpecah-pecah. 

2. Kedaulatan bersifat tertinggi dalam arti tidak terderivasikan dari 
kekuasaan yang lebih tinggi. 

3. Kekuasaan berdaulat dalam negara itu berkaitan dengan fungsi 
legislatif, yaitu negara berdaulat dalam membuat hukum atau 
undang-undang dan atau menghapuskan hukum. 

4. Hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut. 

Sedangkan konsep kedaulatan menurut Jean Jaques ~ o s s e a u ' ~  bersifat 

kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (Volunte General) rakyat 

yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu, konsep kedaulatan 

mernpunyai sifat-sifat sebagai berikut: 1. Kesatuan (unite), bersifat monoistis; 2. 

Bulat dan tidak terbagi (indivisibilite); 3 .  Tidak dapat dialihkan (innlienabilite); 4. 

Tidak dapat berubah (imprescriptibilite). 

Jelasnya, bahwa pertama konsep kedaulatan bersifat kesatuan (unite) 

berarti semangat rakyat dan kemauan umum rakyat itu adalah satu kesatuan di mana 

mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan berhak menolak perintah. Kedua, 

Konsep kedaulatan bersifat bulat dan tidak dapat dipecah-pecah (indivisible) 

artinya kedaulatan itu bersifat utuh. Misalnya, jika yang berdaulat adalah Raja, 

maka Rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Negara. Jika rakyat yang berdaulat, maka rakyat pulalah satu-satunya pemegang 

kekuasaan tertlnggi, bukan yang lain. Akibatnya, ketiga kedaulatan tak 

mungkin diserahkan atau diberikan kepada pihak lain (inalienable). Kedaulatan 

adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun-temurun. Oleh 
- -  - .  

ekretariat Jendral 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi IU, 2006), hlm. 122- 123. 

I S  Ibid hlm. 126-127. 



karena itu, keempat kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang bersifat konstan dan 

abadi. 

Namun demikian, teori J.J Rosseau di atas tidak berarti selamanya benar. 

Dalam konteks negara seperti saat ini, di mana konstalasi politik partai sangat 

variatif dan memiliki berbagai kepentingan sendiri dalam merebut kekuasaan, maka 

perlu adanya review kritis terhadap teori J.J Rosseau tadi, dengan mencoba 

melihatnya melalui teori lain misalnya teori Montesquieu. 

Menurut Montesquieu, untuk menjamin demokrasi, kekuasaan negara 

hams dibagi-bagi dan dipisah-pisah ke dalam beberapa fungsi yang saling 

mengendalikan satu sama lain (checks and balances). Ada tiga fungsi yang 

dimaksud Montesquieu, yang dikenal dengan konsep Trias Politica, yaitu: 
- - 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.I6 

2. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi 

Pada jaman modern sekarang ini, hampir semua negara menyatakan 

dirinya sebagai negara demokrasi, seperti dikatakan oleh Amos J. Peaslee pada 

penelitiannya tahun 1950, ditemukan bahwa dari 83 konstitusi negara-negara 

yang diteliti, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip 

dernokrasi. l7 

Mernang hams diakui sarnpai sekarang istilah demokrasi itu sudah 

menjadi popular yang menunjuk kepada pengertian sistem politik yang diidealkan 

di banyak negara. Sekarang, konsep demokrasi itu dipraktekkan di seluruh dunia 

-- - PY k e m h g a n  dnn Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refonnasi 
a t i t u s i  RI. 2006), hlm.34. 

" Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utarna, 
2008), hlm. 105 



secara berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Setiap 

negara mempunyai konsepsi, definisi dan kriterianya sendiri-sendiri mengenai 

demokrasi itu, sampai-sampai demokrasi itu sendiri menjadi a rnb ig i~ . '~  

Terlepas dari berbagai kritik yang ada terhadap konsep demokrasi, yang 

jelas, sistern demokrasi itu menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara. Karenanya, dalam arti sederhana demokrasi dimaknai 

dengan "kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dengan kata lain, 

dalam ide kedaulatan rakyat itu, rakyat memiliki otoritas untuk menjalankan 

semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekatif maupun 

yudikatif. Rakyat berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan 

melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi 

kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, sesungguhnya segala kegiatan yang 

dilakukan tiga fungsi tersebut, ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi 

rakyat sendiri. '' 
Di samping itu, karena kebutuhan yang bersifat praktis, gagasan 

demokrasi ini perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dari sinilah 

munculnya ide lembaga perwakilan atau lembaga parlernen dalam sejarah20 

3. Teori Perwakilan. 

Walaupun diakui secara konstitusional bahwa rakyatlah yang berdaulat, 

tetapi sekaligus disadari bahwa rakyat tidak mungkin melaksanakan sendiri 

kedaulatannya karena jumlahnya yang relatif banyak dan tersebar di wilayah 

18 fi'd 
-- 

I9 K-Q 
9 . "  

20 Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dun Pemilihan Umum Di Indonesia (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 1987), hlm.79. 



yang relatif cakup luas, juga karena tingkat kehidupan yang semakin k ~ m ~ l e k s . ~ '  

Oleh sebab itu, konsep perwakilan menjadi suatu keniscayaan dalam konteks 

masyarakat yang heterogen dan plural. 

Term perwakilan dalam terrninologi tatanegara dikenal dengan lembaga 

legislatif atab parlemen. Lembaga legislatif atau parlemen, pada umurnnya 

mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu a. Fungsi pengaturan (legislasi); b. Fungsi 

pengawasan (control); c. Fungsi perwakilan (representasi).22 

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal adanya tiga 

sistem perwakilan yang dipraktekkan di berbagai negara demokrasi, yaitu: 

a. Sistem perwakilan politik (political representative); 

b. Sistern perwakilan territorial (territorial representative); 

c. Sistern perwakilan hngsional (functional representative).23 

Masalah pembatasan kekuasaan (limitation of power) berkaitan erat 

dengan pemisahan kekuasaan (separation of power). Pada umurnnya doktrin 

pemisahan kekuasaan berasal dari tulisan John Locke yang berjudul "Second 

Treaties of Civil Government (1690)" yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk 

menetapkan aturan hukurn tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang 

menerapkannya. Menurut John Locke pemisahan kekuasaan terbagi 3 (tiga) cabang 

kekuasaan, yaitu24 : 

1. Kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif). . 

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukun: Tata Negara Indonesia ( 
Jakarta: Liberty, 1997), hlm. 132. 

22 Jirnly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata P.'egara jilid 11 (Jakarta: Sekretariat 
- 

-- -- 
24 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Menwjudkan Negara Hukum 

Demokrasi (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hl. 32. 



2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), yang di 
dalarnnya meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan 
undang-undang. 

3. Kekuasaan federatif, adalah kekuasaan yang meliputi sernua 
kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif dan 
legislatif, yang meliputi hubungan luar negeri. 

Kemudian oleh Baron de Montesquieu, seorang Perancis yang menulis 

berdasarkan hasil penelitiannya terhadap sistem konstitusi Inggris, pemikiran John 

Locke itu diteruskannya dengan mengembangkan konsep Trias Politica yang 

membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu legislatif, 

eksekitif dan yudikatif25. Pandangan Montesquieu inilah yang kemudian 

dijadikan rujukan doktrin pemisahan kekuasaan (separation ofpower). 

Tujuan dari doktrin pemisahan kekuasaan ini tidak lain adalah untuk 

membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dan berujung pada kekuasaan 

yang korup bahkan tirani. Hal ini ditegaskan oleh Montesquieu dalam bukunya 

Esprit des Lois yang diterbitkan tahun 1748, yaitu : "bahwa ketika kekuasaan 

legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak 

akan ada lagi kebebasan, sebab terdapat bahaya bahwa Raja atau badan 

legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan 

melaksanakannya dengan cara yang tirani.26 Pendapat Montesquieu ini didukung 

oleh Black Stone dalarn karyanya yang berjudul Commentaries on the Laws of 

England pada tahun 1765 yang menyatakan bahwa "apabila hak untuk membuat , 

dan melaksanakan undang-undang diberikan pada orang atau badan yang sama, 

- - 

L' Jinnly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, op.cit, hlm. 15 
26 C.F. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modem, Kajian tentang Sejarah & Bentuk- 

Bentuk konstitusi Dunia ( Bandung: Nuansa dan Nusa Dunia, 2004), hlm. 330. 



maka tidak akan ada lagi kebebasan publik".27 

Dalam teori Trias Politica ini, Montesquieu mendalilkan bahwa, ketiga 

cabang kekuasaan itu (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak boleh saling 

mencampuri, dan harus berdiri sendiri dan secara tegas dipisahkan. Teori ini 

berbeda dengan pendahulunya John Locke, di mana hngsi judicial dipisahkan 

secara tersendiri, sedangkan hngsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari h g s i  

eksekutif2' 

Diakui atau tidak, doktrin Montesquieu sangat berpengaruh hingga kini, 

tetapi tidak berarti bebas kritik. Ada juga tokoh yang mengkntiknya seperti Hans 

Kelsen, yang menyatakan : "it is not possible to dejne boundary lines sparating 

these function from each other since the distruction between creation and 

application of law-underlying the dualism of legislative and eksecutive power 

(in the broadest sense) has only a relative characterJ729 (Tidak mungkin 

menetapkan batas-batas yang mernisahkan h g s i - h g s i  tersebut satu sarna lainnya, 

sejak adanya perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang 

didasarkan pada dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) dan 

sifatnya relatif). 

Pendapat Montesquieu ini ditentang pula oleh Walter Beghot melalui 

karyanya yang terkenal berjudul The English Constitution, yang menyatakan, 

bahwa " setidak-tidaknya sebagai suatu fenomena di Inggris, teori pemisahan 

kekuasaan akhirnya masih belum dapat dipastikan kebenarar~n~a.~' 

- - -- -- - *' R3i-31. 
8 -  . . .  aao 34 

30 C.F. Strong, Konstitusi-konstitusi, loc.cit, hlrn.33 1. 



Di dalam perkembangannya, ternyata tidak semua negara modern 

menggunakan teori pemisahan kekuasaan secara murni (material). Menurut Bagir 

 ana an,^' teori pemisahan kekuasaan murni selain tidak praktis, juga 

meniadakan sistem pengawasan dan keseimbangan antara cabang kekuasaan satu 

dengan yang lain, serta dapat menimbulkan kesewanang-wenangan di dalam 

lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut. 

Bahkan, menurut Jimly Assiddiqie bahwa konsepsi Trias Politica yang 

diidealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan lagi pada dewasa ini, mengingat 

tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya 

berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan 

tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang 

kekuasaan itu saling bersentuhan, bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling 

mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and ba1an~e.s .~~ 

Dalam teori pemisahan kekuasaan ini dapat ditinjau dari dua 

pendekatan. Pertama, pendekatan dari segi fungsinya, yaitu pembatasan 

kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kedua, pendekatan dari 

segi tujuannya, agar memberikan jarninan dan perlindungan hak asasi manusia. 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengakibatkan terjadinya 

pergeseran paradigma tentang konsep Trias Politica atau pemisahan kekuasaan 

ini. Pergeseran tersebut berkaitan pula dengan doktrin pembagian kekuasaan 

versus pemisahan kekuasaan. Yang dulunya dianut pembagian kekuasaan secara 

vertical (vertical distribution of power), sekarang dianut pemisahan kekuasaan 
- -- 

3' Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi, op.cit, hIm. 33. 



secara horizontal (horizontal-sparation ~ f ~ o ~ z l e r ) . ~ ~  

Agar tidak terjebak dalam dikotomi pemisahan kekuasaan dan pembagian 

kekuasaan, maka akan sangat tepat kalau mempergunakan istilah yang 

dipergunakan oleh Arthur Mass mengeilai division of power. Arthur Mass 

menggunakan istilah pembagian kekuasaan (division of power) yang terdiri dari 

capital division of power untuk pengertian yang bersifat horizontal dan 

territorial division ofpower untuk pengertian yang bersifat vertical.34 

Separation of power adalah istilah yang dipergunakan untuk pembagian 

kekuasaan yang bersifat horizontal yang oleh Arthur Mass disebut sebagai capital 

division ofpower, yaitu pembagian antar lembaga-lembaga negara di tingkat 

pusat. Sedangkan territorial division of power, dipergunakan untuk 

pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, yaitu hubungan antara pemerintah 

di tingkat pusat dengan pemerintahan di tingkat daerah. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis- 

normatif yaitu suatu metode pendekatan yang meninjau dan membahas obyek 

penelitian dengan menitikberatkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum positif 

yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian 

- - 

- 

33 Ibid. hlm. 45-46. 
34 Jimly Assiddiqie, Penguntar, loc.cit, hlm. 24-25. 



undang-undang (stature appr0ack),3~ yakni menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif a n a l i ~ i s . ~ ~  Penelitian kualitatif dalam konteks ini, 

penulis mengkaji dan menelaah kedudukan dan optimalisasi peran DPD RI sebagai 

legislative patmer dalam sistem parlemen Indonesia, serta menganalisa peran DPD 

dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat sebagai lembaga penvakilan daerah. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kedudukan dan peran 

DPD sebagai legislative partner serta mendeskripsikan peran DPD dalarn 

mengartikulasikan aspirasi rakyat sebagai representasi penvakilan daerah. 

Sedangkan sifat analisis dalam penelitian ini adalah analisis isi (contents analysis), 

yaitu mencoba menganalisis isi dari konstitusi dan regulasi yang berkaitan 

rumusan penelitian ini. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang 

berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku 

pustaka, yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau 

informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan 

kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jlimal, literatur, koran, majalah, internet, 

dan bahan-bahan hukum lainnya. 

~ ~-~ ~ . ~ . ~  ~ 

- 

35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93. 
36 Counsuelo dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UIP, 1993), hlm.7 1-73. 



4. Sumber Data 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum pimer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat (berifat autoritatif). Adapun yang digunakan dalam peneljtian ini 

adalah: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 

b) Undang-Undang RI No.27 Tahun 2009 Tentang Susduk MPR, DPR, 

DPD, DPRD 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan terdiri dari 

dokumen-dokumen resmi hukum. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah berbagai literature-literature ilmiah hukum seperti 

buku, jurnal penelitian, koran, dan majalah, terrnasuk juga karnus-karnus h ~ k u m . ) ~  

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data sekunder dengan 

cara mencari dan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

artikel, jurnal, download di internet maupun arsip-arsip dan bahan-bahan hukum 

ytng relevan dengan rumusan penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Setelah data-data tersebut diperoleh dan dikumpulkan sesuai subyek 

- 

37 -kum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung: 
A I U m I ,  i l o f ~ s h - s h o f a ,  9 .  kamus-kamus dikategorikan sebagai bahan 
tersier, yang melangkapi bahan primer dan sekunder. Lihat, Burhan Ash-Shofa, Metode Penelitian 
Hukum (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 104. 



penelitian, baik data itu dari sumber primer maupun dari sumber sekunder, dianalisis 

seperlunya dengan analisis isi (contenfs analysis) secara kualitatif, kernudian 

dikonstruksikan dan didesknpsikan secara kritis-filosofis untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian ini. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas 

tentang penelitian ini, perlu kiranya penulis susun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB 11 terdiri dari tinjauan teoritik-konseptual tentang sistem bikameral: 

demokrasi, kedaulatan rakyat dan demokrasi, parlemen dan sistem parlemen 

bikameral. 

BAB 111 berisi analisis dan pembahasan tentang: latar belakang lahimya 

DPD, bikameral dan fungsi legislasi, kedudukan dan fungsi DPD, kewenangan 

DPD dalarn legislasi dan relasi MPR, DPR dan DPD: "bikarneral" atau 

"trikameral". 

BAB IV berisi analisis kritis terhadap penguaatan fungsi dan peran DPD RI 

dalam legislasi, optimalisasi p'eran DPD R I  sebagai Legislative Patmer (co- 

legislator); faktor kelemahan wewenang DPD dan; DPD sebagai lembaga 

aspirator kedaerahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
- 

BAB V memuat kesimpuian dan sarar 



BAB 11 

SISTEM PARLEMEN BIKAMERAL 

A. Demokrasi 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, terdiri dari kata demos 

dan cratos. Demos berarti rakyat. Cratos berarti pemerintahan atau kekuasaan. 

Jadi, demokratia dapat dimaknai pemerintahan olehrakyat.' Dalam ha1 ini, 

'Aristoteles membedakan arti demokrasi, monarki dan oligarki. Demokrasi 

diartikan pernerintahan di mana kekuasaan terletak pada rakyat. Monarki 

dimaknai pemerintahan di mana kekuasaanya terletak pada satu orang (individu). 

Sedangkan oligarki adalah pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada 

sebagian (kecil) orang.2 

Doktrin demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan semata-mata ada di 

tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan 

kedudukan Vi.eedom and equality) serta memegang kekuasaan untuk memerintah 

(people souvereignity). Pengertian ini kemudian diistilahkan dengan kedaulatan 

rakyat atau republik.) Konsep demokrasi dalam arti klasik ini tidak mungkin bisa 

diaplikasikan dalam konteks negara di mana wilayahnya sangat luas dan 

I Robeth A. Dahl, Demokmsi dan Pnra Pengkritiknya, te j. Rahrnan Zainudin, (Jakarta: 
Yayasan Obor, 1992), hlm. xiii. 

2 Wi jono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik, (Bandung: Eresco, 198 I), 
hlm. 22-23. 

' Teori kedaulatan rakyat adalah teori atau doktrin tentang siapa yang berdaulat dalam 
- - -- suatu necara. Di antara teori kedaulatan laimya adalah teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan 

r dan teon kedaulatan hukum. Lihat Jimly Asshiddiqie, Gagasan 
Kedaulatan Rabat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru 
Van Hoeve, 1994), hlrn. 10 
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penduduknya sangat banyak. Hal itu hanya mungkin diterapkan dalam konteks 

negara yang relatif penduduknya sedikit dan wilayahnya sempit. 

Pada perkembangannya, konsep demokrasi ini dimaknai dengan spirit dan 

substansi kekuasaan rakyat yang direpresentasikan melalui wakil-wakil rakyat 

yang telah dipilih. Karena itu, barangkali tepat biia demokrasi dibagi menjadi dua: 

Pertama demokrasi langsung, yakni masyarakat sendiri yang memiki kekuasaan 

secara langsung untuk menjalankan roda pemerintahan, baik le~nbaga eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif. Kedua demokrasi tidak langsung, di mana rakyat 

mendelegasikan kekuasaanya kepada para wakilnya di masing-masing fungsi 

tersebut (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam menjalankan roda 

pemerintahan, dengan tetap kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.4 Dari 

konsep demokrasi tidak langsung ini kemudian lahir konsep demokrasi 

perwakilan. 

Demokrasi perwakilan esensinya adalah pengangkatan wakil-wakil rakyat 

yang dipilih langsung untuk menjalankan kekuasaan yang dimandatkannya. Hal 

ini kemudian membawa implikasi terhadap lahirnya "lembaga-lembaga rakyat" 

untuk implementasi demokrasi. Beberapa piranti yang memberikan jaminan 

terlaksananya demokrasi antara lain: Pertama para pejabat yang dipilih; Kedua, 

pemilihan umum yang adil, bebas, umum dan berkala; Ketiga, kebebasan 

berpendapat; Keempat sumber informasi alternatif; Kelima, otonomi asosiasional; 

Keenam, hak kewarganegaraan yang ink~usi f .~  

Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor ~ndonesia, 1%9), hlm. 145. 



International Commision OfJurist dalam konferensinya di Bangkok pada 

tahun 1965 memberikan rumusan mengenai konsep representative government 

(pemerintahan representatif), bahwa: 

Representative Goverrzment is a government deriving its power and 
authority from the people which power and authority exercised through 
representative .freely choosen and responsible to them""emerintahan 
representatif adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang 
diberikan oleh masyarakat atau rakyat untuk kemudian memberikan 
pertanggungia wa ban kepada mereku) 

Bahkan secara tegas, konferensi International Commision Of Jurist ini 

juga menjelaskan syarat-syaratnya yang dikenal dengan representative 

government under the rule of law, yaitu: pertama, adanya proteksi konstitusional; 

kedua, adanya pengadilan yang bebas dan tidak mimihak; ketiga, adanya 

pemilihan umum yang bebas; keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat 

dan berserikat; kelima, adanya tugas oposisi; dan keenam, adanya civic 

Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep dalam filsafat politik dan 

hukum kenegaraan, yang didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan 

dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara. Pengertian 

kedaulatan itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dalam arti 

klasiknya berarti pergantian, peralihan atau peredaran (~ekuasaan).~ 

Tokoh yang dianggap sebagai pelopor pertarna yar.g membahas ide 

Sri Sumantri, Tentnng Lernbaga-Lernbaga Negara Mewrut UUD 1945 (Bandung: Citra 
-- 

Aditya Bhakti, 1989), hlm. 12 
' Ibid, hlm. 13 

Al-Mawrid, A Modern English-Arabic Dictionary, (Dar El Ilmi lil Malayen, 1979), hlm. 



kedaulatan ini sebagai konsep kekuasaan tertinggi adalah Jean Bodin (1 530-1 596). 

Dalam karya monulnentalnya yang berjudul Six Livres de la Republique dikatakan 

bahwa kedaulatan (dalam pandangan klasik) itu tidak dapat dipjsahkan dari 

negara. Tanpa kedaulatan, maka negara tidak ada, karena tidak berjiwa. Bodin 

menarnbahkan tentang arti kedua1atat-1;~ pertarna bahwa kedaulatan itu bersifat 

mutlak dan abadi. Karena itu, kedaulatan hams bersifat utuh, tunggal dan tidak 

terbagi-bagi atau terpecah-pecah serta bersifat tertinggi dalam arti tidak 

terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, Kekuasaan berdaulat 

dalam negara itu berkaitan dengan hngsi legislatif, yaitu negara berdaulat dalam 

membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum, dan 

Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang 

pada jamannya memang berada di tangan Raja. 

Sedangkan konsep kedaulatan menurut Jean Jaques ~ o s s e a u l ~  

bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (volunte general) 

rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu, 

menurutnya, konsep kedaulatan mernpunyai sifat-sifat, yaitu: 

1. Kesatuan (unite), bersifat monistis; 

2. Bulat dan tak terbagi (indivisibilite); 

3. Tak dapat dialihkan (inalienabilite); 

4. Tidak dapat berubah (imprescriptibilite) 

- 

v v - m  
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlrn. 1DXT 

' O  Ibid. hlm. 126-127. 



Konsep kedaulatan bersifat kesatuan (unite) dalam arti bahwa semangat 

rakyat dan kemauan umum rakyat itu adalah satu kesatuan dimana mereka sebagai 

kesatuan berhak memerintah dan berhak menolak perintah. Karena rakyat adalah 

satu maka negara adalah satu juga.Karena itu pula, konsep kedaulatan itu bersifat 

bulat dan tak dapat dipecah-pecah (indivisible). Jika yang berdaulat adalah Raja, 

maka Rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam negara. Jika rakyat yang berdaulat, maka rakyat pulalah satu-satunya 

pernegang kekuasaan tertinggi, bukan yang lain. Akibatnya, kedaulatan tak 

mungkin diserahkan atau diberikan kepada pihak lain (inalienable). 

Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun- 

temurun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedaulatan itu tidak dapat 

berubah-ubah, sebab kedaulatan menurut J.J.Rosseau berada di tangan rakyat dan 

selamanya tetap berada di tangan rakyat. 

Namun demikian pengertian-pengertian tersebut diatas, sebenarnya 

mengandung kelemahan, khususnya apabila dihubungkan dengan realitas 

perkembangan jaman sekarang. Montesquieu misalnya mempunyai pendapat yang 

sangat berbeda dengan J.J. Rosseau mengenai soal ini. Menurut Montesquieu, 

kedaulatan yang tidak terpecah-pecah itu mitos belaka. Untuk menjamin 

demokrasi, kekuasaan negara hams dibagi-bagi dan dipisah-pisahkan ke dalam 

beberapa fungsi yang saling mengendalikan satu sama lain (checks and 

balances). Kekuasaan negara hams dibagi ke dalam tiga fungsi yang disebutnya 

sebagai Trias Politica , yang terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan 



judikati f.' 

Pandangan Montesquieu ini walaupun dipahami dengan cara yang 

bermacarn-macam, sukses penerapannya di beberapa negara, terutama di 

Arnerka Serikat, membuktikan bahwa pembagian dan pemisahan kekuasaan itu 

merupakan sesuatu yang niscaya di abad modem sekarang ini. Karena itu konsep 

kedaulatan tidak bisa lagi dimengerti sebagai suatu konsep yang bersifat mutlak dan 

monistis, tidak terbagi-bagi atau terpecah-pecah seperti di masa lalu. Dengan 

keberhasilan Amerika Serikat menerapkan sistem pemisahan kekuasaan legislatic 

eksekutif dan judikatif itu secara relatif selarna lebih dari 200 tahun. Ini berarti 

ajaran Trias politica Montesquieu itu dapat dikatakan relatif bersifat aplikatif. 

Karena itu konsep kedaulatan dewasa ini haruslah dipahami sebagi 

konsep kekuasaan tertinggi yang dapat saja dibagi dan dibatasi. Pembatasan 

kekuasaan itu, betapapun tingginya, harus dapat dilihat sifatnya yang 

internal. Biasanya ditentukan pengaturannya dalam konstitusi yang saat ini 

biasanya dikaitkan dengan ide konstitusionalisme negara modem. Artinya di 

tangan siapapun kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu berada, maka selalu ada 

pembatasan oleh hukum dan konstitusi sebagai produk kesepakatan bersama para 

pemilik kedaulatan itu sendiri. 

B. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi. 

Pada jaman modem sekarang ini, hampir semua negara menyatakan 

dirinya sebagai negara demokrasi, seperti dikatakan oleh Amos J. Peaslee pada 

(Jakaha: ~ e k r e t h a t  ~endral  dan ~ e ~ a n i t e r a a n  Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.34. 



penelitian tahun 1950 diternukan bahwa dari 83 konstitusi negara-negara yang 

diteliti, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut pnnsip 

dem~krasi. '~ 

Memang hams diakui sampai sekarang istilah demokrasi sudah menjadi 

popular yang menunjuk kepzida pengertian sistem politik yang diidealkan dimana- 

mana. Sekarang , konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda- 

beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Setiap negara bahkan 

menerapkan difinisi dan kriterianya masing-masing mengenai demokrasi itu, 

sehingga terkesan makna demokrasi itu sendiri menjadi ambigu.13 

Terlepas dari kritik yang ada, yang jelas dalam sistem kedaulatan rakyat 

itu, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat. 

Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah 

"kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Pengertian mengenai 

kekuasaan tertinggi itu sendiri, tidak perlu dipahami lagi bersifat monistis dan 

mutlak dalam arti tidak terbatas. Karena dengan sendirinya kekuasaan tertinggi 

di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka buat sendiri secara 

kolektif yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang disusun dan disahkan 

bersama. Ini yang disebut kontrak sosial antar warga masyarakat yang tercermin 

dalam konstitusi. Konstitusi itulah yang membatasi dan mengatur bagaimana 

kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalarn kegiatan 

bernegara. 

I L  Miriam Budiardio, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 
2008), hlm. 105 

l3 Ibid. 



Pada hakekatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap hams dijamin 

bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala 

kewenangannya untuk menjalankan semua hngsi kekuasaan negara, baik di 

bidang legislatif, eksekutif maupun judikatif. Rakyatlah yang berwenang 

merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melahkan pengawasan serta 

penilaian terhadap pelaksanaan hngsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh 

lagi, segalanya diorientasikan untuk kepentigan rakyat. Inilah gagasan kedaulatan 

rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi. 

Walaupun begitu, karena kebutuhan yang bersifat praktis, gagasan 

demokrasi ini perlu dilakukan melalui prosedur penvakilan. Dari sinilah 

munculnya ide lembaga perwakilan atau lembaga parlemen dalarn sej arah. l4 

Dalam hubungan dengan lingkup kegiatannya, ide kedaulatan rakyat 

meliputi proses pengambilan keputusan, baik di bidang legislatif maupun di bidang 

eksekutif. Artinya rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan 

berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan mempunyai otoritas tertinggi 

untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu. 

Dengan kata lain, rakyat berdaulat, baik dalam perencanaan, penetapan, 

pelaksanaan maupun evaluasi dan pengawasan terhadap produk hukum yang 

mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang berkaitan d-mgan nasib dan masa depan rakyat.I5 

Atas dasar prinsip itulah, kekuasaan pemerintahan dibagi-bagi ke 

-- 
-- 14 - . . b. Lembagn Perwakilan dun pemiiihan h r l  Ci I-. 

Gaya Media Pratama, 1987), hlm.79. 
I S  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar , op.cit. hlrn. 108 



dalam beberapa fungsi; legislatif, eksekutif dan judikatif Dalam negara yang 

menganut kedaulatan rakyat, pembagian ketiga fungsi itu tidak mengurangi 

makna bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi 

kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang 

mewakilinya. 

Di bidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk 

menetapkan berlaku tidaknya produk peraturan. Di bidang eksekutif, 

rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya 

mengawasi jalannya roda pemerintahan serta melaksanakan peraturan yang 

ditetapkannya sendiri. Di bidang yudikatif, pada hakekatnya rakyatlah yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengarnbil keputusan akhir dan tertinggi 

mengenai fungsi yudikatif. 

Di setiap negara dan setiap pemerintahan yang modern pada akhirnya 

akan berbicara tentang rakyat. Dalam proses bernegara rakyat sering dianggap 

hulu sekaligus muaranya. Rakyat adalah titik sentral pemegang kedaulatan negara. 

Manakala kata kedaulatan itu diartikan sebagai "kekuasaan tertinggi ada pada 

rakyat, atau rakyat adalah sumber kekuasaan, maka pertanyaan yang muncul 

adalah kapan kekuasaan tertinggi itu dapat dilihat dan bagaimana caranya 

rakyat melaksanakan kekuasaan tersebut. 

Javaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan setelah 

mengetahui hubungan orang seorang dengan masyarakat. Kalau kita mencoba 

untuk melihat kembali pada masa lalu, dan memperhatikan sekarang ini tentang 

at ditarik adalah tidak mungkin rakyat 



memerintah dirinya. Pada masyarakat apapun, baik masyarakat sederhana maupun 

modern, selalu ada dua pihak, yaitu pihak yang memerintah dan yang 

diperintah. Pihak pertama disebut pemerintah dengan jumlah yang relatif lebih 

kecil. Sedang pihak kedua adalah pihak yang diperintah dan jumlahnya relatif lebih 

banyak daripada pihak pertarna. 

Dalam proses bernegara sekelompok kecil tersebut adalah wakil-wakil 

rakyat yang dalam perjalanannya menjadi lembaga perwakilan seperti yang dikenal 

sekarang ini. Narnun timbulnya lembaga perwakilan ini dengan berbagai varian 

istilahnya seperti "parlemen" Legislatif", "Dewan Perwakilan Rakyat dan 

sebagainya, ternyata lahir bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, melainkan 

karena kelicikan sistem feodal, seperti dikatakan oleh A.F Polllard dalam bukunya 

yang berjudul " The Evolution of Parliament" yang menyatakan " 

Representation was not the oflspring of democratic theory, but an incident of 

the feodal system.16 

Dengan semakin berhasilnya perjuangan untuk mendapatkan jaminan 

dan perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada akhimya, rakyat tidak lagi 

dianggap sebagai obyek penguasa, tetapi sudah diakui sebagai subyek daIam 

proses bemegara. Pengakuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan kemudian 

ditempatkan dalam konstitusi. 

Walaupun diakui secara .konstitusional bahwa rakyatlah yang berdaulat, 

tetapi sekaligus disadari bahwa rakyat tidak mungkin melaksanakan sendiri 

kedaulatannya. Ketidakmampuan rakyat melaksanakan sendiri kedaulatannya 

16 Bintan R. Saragih, Lernbaga Perwakilan, loc. cil. hlrn. 79. 



tidak hanya karena jumlahnya yang re1ati.f banyak dan tersebar di wilayah yang 

relatif cukup luas, juga karena tingkat kehidupan yang semakin kompleks. 17 

Kehidupan yang semakin kompleks itu melahirkan spesialisasi yang pada 

gilirannya menuju profesionalisme. Akibatnya orang tidak lag marnpu 

mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yallg sifatnya berbeda pada waktu yang 

relatif sama, sehingga harus dibagi dan diserahkan kepada orang lain. Demikian 

pula dalam masalah kenegaraan, rakyat akan menyerahkannya pada ahlinya.I8 

C. Parlemen 

Salah satu kekuasaan negara adalah kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan 

membentuk undang-undang. Lembaga yang benvenang dalam kekuasaan ini 

disebut dengan parlemen, lembaga legislatif atau lembaga penvakilan rakyat.I9 

Secara historis, sejarah parlemen berkaitan erat dengan sejarah demokrasi sejak 

masa Romawi, di mana sering ada pertemuan warga dalam satu majlis yang 

membahas tentang kepentingan rakyat. Kegiatan ini kemudian dituding sebagai 

asal-asul historis lahirnya parlemen.20 

Walaupun demikian, menurut Robert bahwa harus diakui pula parlemen 

pada masa itu tidak sepelik parlemen modem yang berbasis pada lembaga- 

lembaga politik, rnelainkan sebagai dewan yang dipilih oleh rakyat dan berhngsi 

17 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negclra Indonesia, 
(Jakarta: Liberty, 1997), hlm. 132. 

l 8  Hanna Fenichel Pettkin, The Concept of Representation, (University of California Press, 
1980), hlm. 169 

httD://www.parliament.wa.gov.au/Darliament~abriefhisto~~ofi,arliamenthtm, diakses 
301 2. 

20 Parliamentary education office, A short History of parliament,h~://w.peo.aov.aw' 
Ashorthistorvofparliament.pdf, diakses pada tanggal 2 1 Juni 201 2. 



untuk membahas kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan rakyat. 

Menurutnya lembaga-lembaga politik kekuasaan itu justru berasal dari Inggris, 

Belanda dan Swiss serta negara lain di utara laut tengah.2' 

Bila dilihat dari artinya, parlemen sendiri berasal dari bahasa Latin, 

parliame~ztum yang berarti berbicara. Dengan demikian parlemen kemudian 

diartikan sebagai wadah atau lembaga dimana para wakil rakyat berbicara dan 

membahas kepentingan rakyat. Pada mulanya, memang hams diakui bahwa 

parlemen dalam pengertian klasik sangat sederhana, tidak seperti dalam 

pengertian modern yang lebih- dari sekedar membuat dan membentuk undang- 

undang. 

Gagasan tentang parlemen dapat ditelusuri dari tradisi Anglo Saxon di 

Inggris sebelum tahun 900 M. Pada masa itu, raja memanggil suatu kelompok 

bangsawan yang dikenal Witengemot untuk memberikan nasehat tentang masalah- 

masalah perang dan pajak. Kemudian pada tahun 1265 M, Raja John membentuk 

parlemen yang terdiri dari kelompok tuan tanah dan kaum borjuis untuk 

mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Selanjutnya, ketika te rjadi revolusi pada 

tahun 1688 M, Raja James I1 dikembalikan ke Prancis dan parlemen berhasil 

menggeser kekuasaan raja dan menuntut otoritas menentukan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan. Pada perkembagan berikutnya, konsep parlemen juga 

mengalami penyempumaan seiiring dengan berkembangnya negara-negara 

demokrasi modern yang disebut nation state (negara bangsa) pada abad 19 22. 

- ~ 

Agustus 201 1. 



Secara ftngsional sebagaimana lazirnnya dalam teori ilmu politik dan 

ketatanegaraan, parlemen memiliki tiga ftngsi utama: pertama ftngsi legislasi 

atau membuat undang-undang (lagislative of law making function); kedua hngsi 

kontrol (control function); ketiga fungsi perwakilan (representative f~nction).~' 

Sebagai representasi rakyat, umumnya anggota parlemen dipilih oleh 

rakyat melalui dua sistem: sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik 

adalah sistem pemilihan satu wakil untuk satu daerah (single-member 

constituency). Sedangkan sistem proporsional adalah sistem pernilihan yang 

berimbang, di mana satu daerah pemilihan tidak hanya diwakili oleh satu orang 

wakil (multi-member constituency).24 

Sistem perwakilan dalarn pemilihan anggota perlemen dikenal tiga bentuk: 

pertama sistem perwakilan politik, di mana anggota perlemen dipilih melalui 

partai politik. Kedua sistem perwakilan fungsional, di mana anggota parlernen 

diangkat berdasarkan jabatan dan keahlian yang dimiliki. Ketiga, sistem 

perwakilah daerah, yaitu anggota parlemen dipilih atas nama perwakilan daerah 

dan kepentigan daerah atau regional t e r t e n t ~ . ~ ~  

Di lihat dari bentuknya, parlemen dalam kajian politik dan ketatanegaraan 

terbagi dua: unikameral dan bikarneral. Masing-masing sistem ini sangat 

tergantung kepada bentuk negaranya. Umumnya bentuk parlemen unikameral 

digunakan oleh negara !rang berbentuk kesatuan, di mana wilayahnya relatif tidak 

23 Dahlan Thaib, DPR Dalarn Sislem Ketalanegaraan Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 
2000), hlm. 3. Lihat juga Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukurn Tala Negarn jilid II, (Jakarta: 

-- - U g t r P t a r ; l t n -  'teraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlrn. 32-44. 
24 r Ilmu Politik, loc. cir, hlm. 177- 180 
25 Kusnadi dan Bintan R Saragih, Ilrnu Negara (Jakarta: Gaya Media Pratarna, 20001, 

hlm. 259-260 



luas dan masyarakatnya homogen. Sementara bentuk parlemen bikameral dianut 

oleh negara yang berbentuk federal dan wilayahnya luas masyarakatnya 

heterogen. Walaupun pada perkembangannya, luas wilayah dan bentuk negara 

serta sistem pemerintahan tidak lagi menjadi standar baku penggunaan bentuk 

parlemen.26 

Penentuan sistem parlemen ini banyak ditentukan oleh model demokrasi 

yang dianut, apakah model demokrasi mayoritas atau demokrasi konsensus. Jika 

yang dianut oleh suatu negara adalah model demokrasi mayoritas maka yang 

digunakan sistem parlemen satu kamar atau unikameral. Sedangkan model 

demokrasi konsensus cenderung akan menggunakan sistem dua kamar atau 

bikameral. Dengan tegas, Lijphart mengatakan: 

" The pure majoritarian model calls for the concentration of 
legislative power in a single chamber; the pure consensus model is 
characterized by bicameral legislature in which power divided equaly 
between two differently constituted chambers'?' 

Kendatipun demikian, kedua bentuk parlemen memiliki kelebihan masing- 

m a ~ i n ~ . ~ *  Kelebihan unikameral adalah: a. There is the potenscial to enact 

proposed more rapidly, since differences don't have to be reconciled by two 

chamber; b. There is the potenscial of greather accountability, since only one 

body is responsible for legislation; c. It is .less expensive to maintain one body 

fewer legislative members. 

26 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, op. cit, hlm. 180. Bandingkan dengan Bagir 
- - Mannan-w-. I TlT Pres- 57-58 

1ooa\ & 7n7 , J " ' 

28 http: // magnet.undp.orgldocs/parliaments/legislative.htm. Legislative Chamber: 
unicameral or bicameral, diakses pada tanggal 26 Agustus 201 1. 



Sedangkan kelebihan bikameral adalah: a. It has capacity to .formally 

represent diverse counstituency (regional, class, ethnic etc); b. It hinders the 

passage offlawed legislation (one chamber can act as a check upon other); c. 

With two legislative bodies there is enhanced oversight of the excutive branch. 

Sementara Menurut Dahlan Thaib, di antara kelebihan masing-masing 

bentuk parlemen adalah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

Kelebihan unikameral antara lain: 1. Dimungkinkan lebih cepat dalam 

meloloskan undang-undang karena tidak perlu adanya pertimbangan kamar lain 

(second chamber); 2. Tanggung jawabnya lebih berat karena tidak adanya majelis 

lain; 3. Lebih sedikit anggota parlemen yang terpilih, sehingga mudah masyarakat 

memantau mereka; 4. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak. 

Sedangkan kelebihan bikameral antara lain: 1. Secara resmi mewakili 

beragam pemilih (bisa atas nama negara bagian, wilayah, etnik atau golongan); 2. 

Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan 

undang-undang; 3. Mencegah disahkannya perundang-undangan yang cacat atau 

ceroboh. 

D. Sistem Parlemen "Bikameral" 

Lembaga perwakilan yang biasa disebut legislative ataupun parlemen, 

pada umumnya mernpunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu : a. Fungsi pengaturan (legislasi); b. 

- 

29 OPR Dalam Sistem Ketatanegaraan ~ n b m ~ u ,  toc. ett, MBA-IQ 
Bandingkan, Dahlan Thaib, Ketntanegaraan Indonesia; Perspektif Kons~tusionai, (-: 
Total Media, 2009), hlm. 136-37. 



Fungsi pengawasan (ccntrol); c. Fungsi perwakilan (representasi).30-~alam kaitan 

fungsi perwakilan (representasi) ini, dikenal adanya tiga sistem penvakilan yang 

dipraktekkan di berbagai negara demokrasi, yaitu3 ' : Sistein penvakil an politik 

(political representative); Sistem perwakilan territorial (temtorial representative); 

Sistem perwakilan fungsional (functional representative). 

Sebagai representasi rakyat, umumnya anggota parlemen dipilih oleh 

rakyat melalui dua sistem: sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik 

adalah sistem pemilihan satu wakil untuk satu daerah (single-member 

constituency). Sedangkan sistem proporsional adalah sistem pemilihan yang 

berimbang, di mana satu daerah pemilihan tidak hanya diwakili oleh satu orang 

wakil (multi-member constituency).32 

Sistem penvakilan dalam pemilihan anggorta perlemen dikenal tiga 

bentuk: pertama sistem penvakilan politik, di mana anggota perlemen dipilih 

melalui partai politik. Kedua sistem perwakilan fungsional, di mana anggota 

parlemen diangkat berdasarkan jabatan dan keahlian yang dimiliki. Ketiga, sistem 

perwakilah daerah, yaitu anggota parlemen dipilih atas nama penvakilan daerah 

dan kepentigan daerah atau regional t e r t e n t ~ . ~ ~  

Secara teoritik, pada umumnya ketiga sistem penvakilan tersebut 

dilembagakan dalarn 2 (dua) macam parlemen, yaitu parlemen dua kamar 

30 Ibid, hlm. 3. Lihat juga Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukur?, loc. cit, hlm. 32-44. 
- -- 3' J e w P e n p a n t a r l l m u  op. ~ i t .  hlm. 40. 

32 1 7 7 - 1  8(1 

33 Kusnadi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 
hlm. 259-260 



(bicameral parliament) dan parlernen satu kamar (unicameral parliament).34 

Suatu negara yang menganut salah satu dari ketiga sistem perwakilan, maka 

pelembagaannya tercerrnin dalam struktur parlemen satu kamar (unicameral 

parliament). Sedangkan apabila sistem yang dianut mencakup dua fungsi, maka 

kedua fbngsi itu dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar (bicameral 

parliament). 

Misalnya kerajaan Inggris merniliki sistem parlemen dua kamar (bicameral 

system), yaitu House of Lords dan House of Commons. The House of Lords 

beranggotakan tokoh-tokoh yang mempunyai ciri sebagai kelompok fungsional. 

Sedangkan The House of Commons beranggotakan tokoh-tokoh yang berasal dari 

partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga disebut sebagai 

political representatives. Dengan kata lain bahwa Ingris menganut sistem 

penvakilan fungsional dan penvakilan politik yang masing-masing tercermin 

di lembaga parlemen bikameralnya, yaitu House ofLords dan House of Commons. 

Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat juga memiliki parlemen dua 

kamar (bicameral parliament), yaitu The Senate dan The House of Representative 

yang secara bersama-sama disebut sebagai The Congress of the United States of 

America. The House of Representative mirip dengan The House of Commons di 

Inggns, yaitu sarna-sama merupakan wakil-wakil partai politik yang dipilih 

melalui pemilihan umum. Akan tetapi The House of Lords di Inggris berbeda 

dengan The Senate di Amerika Serikat yang beranggotakan wakil-wakil rakyat 

di Negara bagian yang juga dipilih melalui pemilihan umum setempat. Calon 

34 Bintan R Saragih, Ilmu Negara, loc. cit, hlm. 87 



anggota The Senate tidak diharuskan berasal dari partai politik tertentu, meskipun 

dapat saja para calon anggota The Senate itu berasal dari orang-orang partai 

politik. 

Secara umum, sistem bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari 

dua kamar, badan atau lembaga. Kamar pertama (first chamber) disebut majelis 

rendah (lower house). Karnar kedua (second chamber) disebut mejelis tinggi 

(upper house). Dalam konteks Indonesia,Jirst chamber ini dikenal dengan Dewan 

Penvakilan Rakyat (DPR), sedangkan second chamber dikenal dengan Dewan 

Penvakilan Daerah (DPD). Dewan Penvakilan Rakyat (DPR) yang tergolong 

dalam Majelis Rendah adalah representasi dari rakyat pada umumnya melalui 

representasi politik. Sementara Dewan Penvakilan Daerah (DPD) yang tergolong 

dalam Majelis Tinggi adalah representasi dari rakyat dalam konteks kedaerahan 

melalui representasi t e r i t ~ r i a l . ~ ~ ~ e d u a n ~ a  sama-sama dipilih melalui pemilihan 

umum. 

Dalam konteks ini, Hans Kelsen memberikan cacatan kritis terhadap 

konsepsi sistem bikameral bahwa kehadiran Majelis Tinggi sebagai kamar kedua 

adalah sebuah duplikasi yang sia-sia, di mana hanya memberikan keistimewaan 

bagi kaum bangsawan tertentu ~ a j a . ~ ~  Kritik yang sama juga disampaikan oleh 

A.F. Pollard bahwa House Of Lord di Inggris yang merupakan bagian dari sistem 

bikameral adalah bentuk sistem feodal yang memberikan kesempatan dan posisi 

luas kepada kaum bangsawan saja. Kritikus lain, H.J Laski juga menganggap 

- ---- ---- 

41 
36 Hans Kelsen, trans. Anders Wedberg, General Theoty ofLaw and State, (New York: 

Russel, 1961), hlm. 298. 



sistem bikameral sebagai sebuah kecelakaan sejarah dalam konstit.usi Inggris. 

Menurutnya, yang ideal bagi negara modem adalah sistem parlemen unikameral, 

karena benar-benar meilgandung nilai demokratis sebagai bentuk representasi 

rakyat yang rnemiliki kedaulatan ~ t o r i t a t i f . ~ ~  

Namun demikian, bagi para pendukung bikameralisme, sistem .ini diklaim 

sebagai sistem yang mampu mengimbangi kinerja kamar pertama (Majlis Rendah) 

sekaligus menjadi controler terhadap kemungkinan terjadinya "un-integrity" 

dalam legislasi dan produktivitas hukum yang menjadi tugas karnar pertama dan 

kamar kedua. Walaupun semula lahimya Majelis Tinggi (kamar kedua) dianggap 

sebagai institusi yang mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok tertentu, 

khususnya kaum aristokrat atau bangsawan (borjuis). Akan tetapi, pada 

perkembangan negara modem, kamar kedua justru didasarkan pada pertimbangan 

kebijakan relasi daerah dan pusat untuk kepentingan nasional. 

Secara teoritis, menurut Roger D Congleton, sistem bikameral turut 

mempengaruhi implementasi kebijakan yang lebih demokratis. Selain itu, sistem 

bikameral juga dapat meminimalisir terjadinya konflik daerah dan pusat, konflik 

mayoritas dan membentuk kebijakan yang didukung oleh kelompok mayoritas. 

Roger b e ~ - ~ e n d a ~ a t : ~ ~  

The analysis and evidence generated above demonstrates that the process 

of compromise within bicameral institution has desirable effects on the course of 

public in a wide range of political environments and within a variety of 

- 
37 Harorld_T_Mi,  A Grammar Of Politic, Eleventh Impression (London: Unwin LTD, 

Partisan Polities, (center for study of public choicer, 2002), hlm. 22. 



governmental structures. Consequendly bicameralis171 can be a useful instirutional 

structure even in settings where majoritarian outconzes are not widely believed to  

be contra productive, risky or unfair. 

Lebih tegas lagi, C.F. Strong memberikan alasan k r i t i ~ ~ ~  bahwa: 

That the existance of a second chamber prevents the passage o f  

precipatate and ill considered legislation by a single house that the sense o f  

unchecked power on the part ofsingle assembly councious of having only itselfto 

consult may lead to abuse ofpower and tiranny that there should be as center o f  

resistance to the predominate power in the state at any given moment whether it 

be the people as a whole or political party supported by a majority of voters. In 

the case o f a  federal state is so arranged as to embody the federal principle or to 

enshrine the popular will of each of the states, as distinct from that offederation 

as a whole. 

Secara umum yang dimaksud sistem bikameral menurut C.F. Strong 

memiliki karakteristik sebagai berik~t:~ '  I). Kamar kedua cenderung lebih kecil 

dari pada kamar pertarna; 2). Masa jabatan anggota kamar kedua lebih lama dari 

pada masa jabatan anggota kamar pertama; 3). Anggota kamar pertama dipilih 

secara bertahap atau secara tidak bersama. 

Terlepas dari kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem tersebut, 

pada prinsipnya kedua kamar parlemen tersebut memiliki kedudukan yang 

sederajat, baik secara politik maupun legislatif. Konsekwensinya semua . 

rancangan undang-undang hams dibahas bersama dan disahkan bersama melalui 

. . . . 
rn P n l r t l c a l t l o n s .  (london: i a c k s o n i t e d ,  1989) . . 

, . hlm. 195- 
196. 

40 Ibid, hlm. 203-205 



musyawarah mufakat. Akan tetapi, realitanya ada kalanya juga hubungan kedua 

kamar lemah dan tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini tejadi dalam ha1 

kewenangannya membuat legislasi, di mana kamar pertama (misalnya DPR dalam 

konteks Indonesia) lebih memiliki porsi yang lebih besar dan otoritas yang lebih 

kuat. dari pada otoritas kamar kedua (seperti DPD dalam konteks Indonesia) yang 

lebih lemah, misalnya karnar kedua hanya sekedar benvenang mengajukan 

rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan saja. Hal ini karena 

kewenangan yang diberikan konstitusi kepada kedua kamar adalah kewenangan 

relatif, sehingga salah satu kamamya tidak memiliki otoritas sekuat kamar 

lainnya. 

Dalam pandangan Andrew Ellis, fenomena hubungan yang unbalanced di 

antara dua kamar tersebut diistilahkan dengan soft bicameral system (sistem 

bikameral lemah). Sedangkan bila kedua kamar sederajat dan memiliki wewenang 

yang sama disebut strong bicameralism system (sistem bikameral kuat)". Kuat 

dalam arti masing-masing kamar berhak mengajukan rancangan, kernudian 

membahas bersama dan mengesahkan bersama pula, tidak cukup dengan 

memberikan pertimbangan saja. Sedangkan lemah dalam arti bahwa salah satu 

kamar memiliki kewenangan yang lebih besar dari kamar lainnya. 

Maka, untuk tidak tejadi unbalance di antara dua kamar dan tetap ada 

checking and controling, perlu adanya joint session antara keduanya dengan tetap 

melihat pada porsi dan quota masing-masing anggota kamar sehingga mekanisme 

- 

41  Andrew Ellis, Lernbnga Legilatif Bikameral?Sebuah Agenda Dan Beberapa 
Pertanyaan (Jakarta:YPSDM, 2001), hlm. 63 



ini lnampu menyelesaikan konflik yang terjadi dan lebih berorientasi pada 

tercapainya tujuan kepentingan nasional sebagai tujuan demokrasi. 

Dengan demikian, sebagai representasi rakyat baik dari political 

representation maupun territorial representation masing-masing kamar (upper 

house dan lower house) idealnya hams marnpu menjalin hubungan baik dengan 

yang diwakili (rakyatlkonstituen). Karena esensinya, mereka yang duduk sebagai 

anggota upper house maupun lower house (wakil) adalah mandataris rakyat (yang 

diwakili). Ajaran ini muncul di Perancis pada masa revolusi d m  dipelopori oleh 

Jean Jaques Rosseau dan diperkuat oleh ~ e t i o n . ~ ~  

Dalam ha1 ini, ada beberapa teori mandat sebagai berikut: 

1. Mandat Imperatif. 

Menurut ajaran mandat imperatif ini, wakil dalam bertindak di 

lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang 

diwakilinya. Wakil tidak boleh bertindak di luar instruksi tersebut dan apabila ada 

hal-ha1 baru yang tidak terdapat dalarn instruksi tersebut, maka wakil hams 

mendapat instruksi baru. Kalau setiap kali ada masalah baru, ini berarti 

menghambat tugas perwakilan tersebut, maka l b r l ah  teori mandat baru. 

2. Mandat Bebas. 

Teori ini dipelopori antara lain oleh Abbe Sieyes di Perancis d m  Block 

Stone di Inggris. .Teori ini berpendapat bahwa wakil dapat bertindak tanpa 

tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Menurut teori ini, wakil adalah 

orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum 

42 Bintang R. Siragih, Lembaga Perwakilan, loc. cit. hlm. 82 



masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka . 

yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Teori ini kemudian berkembang lagi. 

3. Mandat Representative. 

Dalam teori ini wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga 

penvakilan (parlemen). Rakyat memilih dan memberikan mandat kepada lembaga 

penvakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan 

pemilihnya, apalagi pertanggungjawabannya, lembaga penvakilan inilah yang 

bertanggung jawab kepada yang diwakili (rakyat.) 

Disamping teori mandat seperti tersebut di atas, mengenai hubungan 

antara wakil dengan yang diwakilinya dibagi menjadi 4(empat) tipe hubungan, 

seperti yang dikemukakan oleh Gilbert ~ b c a r i a n ~ ~ ,  yaitu : 

a. Wakil bertindak sebagai "wali" (trustee), Disini wakil bebas bertindak 

atau mengambil . keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu 

berkonsultasi dengan yang diwakilinya; 

b. Wakil bertindak sebagai "utusan" (delegate). Disini wakil bertindak 

sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, dan wakil hams selalu mengikuti 

instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya; 

c. Wakil bertindak sebagai LLpolitico". Disini wakil kadang-kadang bertindak 

. .. sebagai wali (trustee) dan adakalanya bertindak sebagai utusan (delegate). 

Tindakannya tergantung dari issue (materi). yang dibahas; 

d. Wakil bertindak sebagai "partisan". Disini wakil bertindak sesuai dengan 

keinginan atau program dari partai (organisasi) si wakil. Setelah walul dipilih oleh 

43 Gilberrt Abcarian and George S. Massanat,Conternpomly Political System, (New York: 
Charter Scribner's and Son, 1970), hlm. 177-1 78. 



pemilihnya (yang diwakilinya), maka lepaslah hubungannya dengan pemilihan 

tersebut, dan mulailah hubungan dengan partai (organisasi) yang ~nencalonkannya 

dalam pemilihan tersebut. 

Sedangkan A. ~ o o ~ e r w e r ~ ~ ,  membagi hubungan antara wakil dengan 

yang diwakilinya menjadi 5 (lima) model), yaitu : . 

a. Model delegate (utusan). Disini wakil bertindak sebagai yang 

diperintah seorang kuasa usaha yang hams menjalankan perintah dari yang 

diwakilinya; 

b. Model trustee (wali). Disini wakil bertindak sebagai orang yang diberi 

kuasa, yang memperoleh kuasa penuh dari yanag diwakilinya, jadi wakil dapat 

bertindak berdasarkan pendiriannya sendiri; 

c. Model politicos. Disini wakil kadang-kadang bertindak sebagai 

delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh; 

d. Model Kesatuan. Disini anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari 

seluruh rakyat; 

e. Model Diversifikasi (penggolongan). Disini anggota parlernen dilihat 

sebagai wakil dari kelompok territorial, sosial atau politik tertentu. 

Dengan demikian, dapat difahami relasi wakil dan yang diwakili 

(rakyatkonstituen) hakikatnya adalah mandat yang harus dijalankan untuk 

tercapainya orientasi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

44 Hoogerwer, Politologi (te jemahan), (Surabaya: Erlangga, 1985), hlrn. 200-201. 



BAB I11 

KEDUDUKAN DPD RI SEBAGAl LEGISLA TIVE PARTNER 

A. Latar Belakang Lahirnya DPD 

Lahirnya DPD terkait erat dengan proses demokratisasi yang berkembang 

di Indonesia pada era reformasi sejak tahun 1998. Demokratisasi adalah agenda 

reformasi utama bangsa Indonesia untuk melakukan dekonstruksi terhadap 

kolonialisme dan otoriterianisme rezim orde baru. Dalam rangka proses 

demokratisasi itu, Indonesia mengemban tiga agcnda perubahan besar, yaitu: 

pertama, penataan kembali semua institusi umum kenegaraan, mulai dari tingkat 

supra struktural pemerintahan hingga infia struktural kemasyarakatan 

(institutional reform); kedua, pembaruan dan pembentukan berbagai perangkat 

peratui-an perundang-undangan dalam berbagai line (instrumental reform); ketiga, 

reorientasi sikap mental, paradigma berpikir dan kinerja masyarakat (culttrral 

reform). ' 
Tidak hanya itu, agenda reformasi juga menuntut adanya demokratisasi 

dalarn restrukturisasi lembaga-lembaga negara dalam konstitusi. Dalam konteks 

institusional reform, era reformasi telah berhasil melakukan perubahan dan 

pembentukan struktur lembaga kenegaraan baru pada tingkat supra struktural. 

Menurut Jimly, agenda ini antara lain: restrukturisasi lembaga parlemen, lim'tasi 

- .  . . . .  
J ~ m y   AS^. I. Makalah disampaikan 

dalam formm kongkres mahasiswa indonesia se dunia I, dalam, 
http:Nwww.theceli .corn~dokumen/i~mal~ol4.htm. diakses pada tanggal 12 Nopember 201 3. 



kewenangan pernerintah dan penguatan sistem kewenangan kehakiman -yang 

rnandiri dan berkeadilam2 

Di samping itu, menguatnya kecenderungan sentralisasi kewenangan 

pemerintah pusat di masa orde baru juga menjadi pemicu lahirnya wacana 

disintegrasi bangsa dan daerah-daerah tertentu serta mengakibatkan rentaiinya 

peristiwa konflik sosial-politik, baik vertikal maupun horisontal. Akibatnya, 

kekecewaan dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah mengancam 

terhadap eksistensi kesatuan republik Indonesia. Imbas lainnya melahirkan 

wacana negara federal yang kemudian disiasati dengan pemberian otonomi daerah 

dan desentralisasia3 

Untuk meredam kuatnya isu-isu disintegrasi dan konflik vertikal pusat dan 

daerah, digalakkan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan ruang bagi 

daerah untuk turut menentukan kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah, 

yaitu dengan dibentuknya lembaga tersendiri yang mengusung kepentingan 

daerah dan menjadi penyambung aspirasi kedaerahan. Dengan kata lain, daerah 

dapat menentukan kebijkannya sendiri baik dalam sekala nasional maupun 

daerahnya sendiri secara independen. Lembaga utusan daerah yang kemudian 

disebut Dewan Penvakilan Daerah (DPD) ini telah menjadi bagian lembaga 

ketatanegaraan secara konstitusional, sejajar dengai~ DPR dan menjadi anggota 

Ibid, hlm. 3 
Karena itu, perlu ada sistem untuk menyalurkan aspirasi daerah (rakyat) sekaligus 

tihat. Sn  Soemantri. Susunan Dan Kedudukan 
r e j  A l  (r d)Jhvmd?emPenvakilan Daerah 

Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretanat Jenderal MPR dan 
UNDP, 2003), hlm. 23. 



atau unsur dari MPR. Karenanya, DPD. adalah bagian dari upaya reformasi 

institusional sebagai teritorial representation (perwakilan ~laerah).~ 

Lain dari pada itu, keberadaan DPD sebagai wujud demokrasi dan 

akomodasi kepentingan daerah. Sebagai wujud demokratisasi, artinya DPD 

sebagai representasi utusan daerah dan utusan golongan memiliki kewenangan 

dalam memberikan kontribusi dan dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan 

kebijakan nasional. Dalam arti bahwa DPD adalah bagian dari masyarakat daerah 

yang turut andil dalam membuat dan menentukan kebijakan nasional sebagai 

unsur dalam MPR dan anggota legislatif. 

Sedangkan kehadiran DPD sebagai bentuk akomodasi kepentingan daerah 

dimaksudkan bahwa DPD sebagai penyambung aspirasi daerah kepada pusat, 

sehingga tidak terjadi miscomunication dan misunderstanding dalam hubungan 

antara pusat dan daerah, utamanya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, 

dimana apabila tidak dapat terlaksana dengan baik, justru tidak jarang 

menimbulkan lahirnya gerakan-gerakan separatis. Singkat kata bahwa DPD 

esensinya juga memiliki hngsi sebagai media komunikasi dan integrasi pusat- 

daerah. 

B. Bikameral dan Fungsi Legislasi 

Konsepsi tentang DPD dalam ketatanegaan Indonesia adalah bagian dari 

wacana sistem perwakilan (parlemen) bikameral. DPD merupakan patner DPR 

dalam parlemen sebagai anggota dari MPR. DPD sebagai majlis rendah, 
- - -  

- 4 .  ~ u k a n  DPD dalam Janedjri M tiattar et ai.jedj 
Dewan Penvakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta:Sekretanat 
jenderal MPR dan Undp, 2003), hlm. 54 



sedangkan DPR sebagai majlis tinggi. Komposisi ini agak mirip dengan 

komposisi parlemen di Amerika yang terdiri dari Ho~rse of representative dan 

Senat, juga dengan sistem parlemen di Inggris yang terdiri dari house of commons 

dan house of lords. 

Kcinsepsi DPD terkait dengan susunan dan kedudukannya dalam sistem 

penvakilan di parlemen. Susunan DPD berarti mencakup struktur organisasi dan 

sistem pemilihannya. Sedangkan kedudukan DPD dimaksudkan tugas atau fungsi 

dan hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lain. Dalam kaitan ini, sistem 

dan struktur ketatanegaraan .Indonesia akan mengalami perubahan yang 

signifikan. 

Dalam kaitan itu, Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa semula 

kehadiran DPD dalam rangka mereforrnasi struktur parlemen Indonesia menjadi 

dua kamar (bikameral) yakni DPR dan DPD. Hal ini diharapkan proses legislasi 

dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double check yang memungkinkan 

representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dan disalurkan dengan 

berdasarkan basis sosial yang lebih has. Dimana DPR sebagai representasi dari 

politik, sedangkan DPD sebagamin dari prinsip representasi teritorial atau 

regional. 5 

Namun demikian, menurut Jimly, cita-cita ideal ini tidak diakomodir oleh 

seluruh panitia ad hoc perubahan UUD 1945 di MPFi 1999-2002 kala itu. 

Sehingga dalam konstitusi DPD hanya benvenang di bidang pengawasan dan 

pengajuan yang berkaitan dengan relasi pusan dan daerah. DPD tidak memiliki 

5 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
(Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 119. 



otoritas penuh dalaln bidang legislasi, melainkan semata menjadi hak dan 

kewenangan DPR. Padahal keduanya menjadi bagian dari parlemen bikameral, 

yang diistilahkan dengan soft bicameral. Dalam istilah Jimly disebut auxiliary 

organ atau co-legislator.6 

Pandangan yang sama juga disampaikan Bagir Mannan, bahwa lahirnya 

DPD bermula dari gagasan mengubah sistem penvakilan menjadi dua kamar 

(bikameral). Disamping itu, kehadiran DPD dimaksudkan untuk meningkatkan 

keikutsertaan daerah terhadap jalamya politik dan pengelolaan negara. Dalam 

bahasa bagir, DPD adalah bentuk koreksi atau penyempurnaan dari peran utusan 

daerah di masa orde baru.' 

Bagir berpandangan bahwa ketika parlemen terdiri dari dua kamar (DPR 

dan DPD), maka mestinya perlu satu nama yang mengakomodir kedua kamar 

tersebut. Nama ini disebut MPR dalam tata negara Indonesia sebagai wadah joint 

session. Namaun kenyataanya dalam konstitusi, MPR ini juga mempunyai 

kewenangzn tersendiri di luar joint session, sehingga terkesan ketiganya bersifat 

mandiri dan mempunyai kewenangan masing-masing secara organisatoris. Di 

sinilah letak ambiguitas atara sistem bikameral dan trikameral yang dianut di 

~ndonesia.' 

Dengan demikian, adanya gagasan pembentukan DPD, membuat parlemen 

Indonesia terdiri dari dus karnar yaitu DPR dan DPD. Jika kamarnya dua, maka 

rumahnya tetap satu. MPR masih bisa dipertahankan namanya, tetapi 

6 I~ 

Press, 2005), hlm .59. 
Ibid, hlm. 60-62. 



kedudukannya tidak lagi sebagai lembaga tertinggi seperti seinula. Ketentuan 

tentang kekuasaan legislatif dalam perubahan UUD 1945 dapat dirumuskan 

sebagai berikut: kekuasaan legislatif dilakukan oleh MPR yang terdiri atas DPR 

dan DPD. 

Sistem dua kamar pada hakikatnya mengidealkan adanya dua kamar di 

dalam lembaga perwakilan. Doktrin ini berasal dari teori klasik Aristoteles dan 

Polybius yang mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan 

antara prinsip demokrasi dan oligarkhi. Sementra menurut Robert L. Madex, 

Jeremy Bentham-lah yang paling mula mengeluarkan istilah bikameral t e r ~ e b u t . ~  

Merujuk pendapat Allen R. Ball dan B. Guy Peters, kebanyakan parlemen modem 

menerapkan sistem dua kamar. 

Sedangkan Giovanni Sartori membagi lembaga perwakilan rakyat 

bikameral menjadi tiga jenis, yaitu (1) sistem bikameral yang lemah (asymmetric 

bicameralism atau weak bicameralism atau soft bicameralism), yaitu apabila 

kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya; (2) sistem 

bikameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong bicameralism), yaitu 

jika kekuatan kedua dua kamar nyaris sama kuat; dan (3) perfect bicameralism 

Ioyaitu apabila kekuatan antara kedua kamar betul-betul seimbang. ' ' 
Dalam hubungan dengan tiga model bikameral yang dikemukakan 

Robert L. Maddex, The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts, 
Congressional Quarterly Inc., (Washington 1996), hlm. 28. Dalam Hendry Cambell Black 
ditegaskan, bicameral system: a term applied by Jeremy Bentham to the division of legislative 
body into two chambers ... Lebih jauh lihat Hendry Cambell Black, Black's Law Dictionary: 
Definition and Phrases and English Jurisprudence, Ancient and Modem, West Group, Minnesota, 
1991), hlm. 1 1 1. 

e b s d d e r n  Po& a d  Gov- ke-4, 
. . . . 

~~~~~~~~ 

M-gn. 
" Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, 

Incentives and Outcomes, (New York University Press, 1997), hlm. 184. 



Giovanni Sartori itu, Denny Indrayana mengemukakal: bahwa sebaiknya weak 

bicameralism dihindari karena akan menghilangkan tujuan bikameral itu sendiri, 

yaitu sifat saling kontrol di antara kedua kamarnya. Artinya, dominasi salah satu 

kamar menyebabkan weak bicameralism hanya menjadi bentuk lain dari sistem 

parlemen satu kamar (unicameral).I2 Di sisi lain, perfect hicarneralisrn bukan pula 

pilihan ideal, karena kekuasaan yang terlalu seimbang antara Majelis Rendah dan 

Majelis Tinggi memang seakan-akan melancarkan fungsi kontrol antara kamar di 

parlemen, namun sebenarnya juga berpotensi menyebabkan kebuntuan tugas- 

tugas parlemen. Karenanya, yang menjadi pilihan tepat adalah terwujudnya sistem 

strong bicameralism.' 

Di sarnping tiga model bikameral berdasarkan tingkatan kekuatan tersebut, 

Giovanni Sartori juga membedakan membedakan bikameraI menjadi tiga jenis 

berdasarkan komposisi atau struktur keanggotaan di antara kedua kamamya, 

yaitu: (1) bikameral yang unsumya sama (similar bicameralism); (2) bikameral 

yang unsurnya agak berbeda (likely bicameralism) dan (3) bikameral yang 

unsurnya sangat berbeda (differentiated bi~ameral ism). '~ Karena model dua 

kamar dari unsur yang sama mudah terjebak ke dalam model unikameral, 

sebaliknya apabila terlalu berbeda potensial menimbulkan deadlock dalam proses 

legislasi maka perlu dicari perpaduan yang dapat menghasilkan likely 

bicameralism, ' 

I' Denny Indrayana, DPD, Antnra (ti)Adn dnn Tinda, dalarn Menapak Tahun Pertarna 
"Laporan ~ertang~ungjahaban Satu Tahun Masa Sidang Intsiawati Ayus ~ n & o t a  DPD-RI Riau, 
(the Peripheral Inst~tute, m n W c  , 11. 1 . 

Ibid. 
14 Giovanni Sartori, opeit.,  hlm 184-1 86. 
15 D e ~ y  Indrayana, DPD, Antara ... loc. cit, hlm. 15. 



Mengacu kepada jenis-jenis bikameral yang diajukan oleh Giovanni 

Sartori, Denny Indrayana mengemukakan bahwa bikameral ideal sebaiknya 

mengarah kepada perpaduan antara strong bicameralism dengan likely 

bicameralism. '' 
Berbeda dengan- Giovanni Sartori, hubungan antar-kamar terutama kuat 

dan lemahnya (strong versus weak bicameralism) menurut Arend Lijphart 

ditentukan oleh tiga aspek.I7 Pertama, the Jirst important aspect is the formal 

constitutional power that the two chambers have. DaIam aspek ini, imbuh 

Lijphart, pola umum yang terjadi bahwa kamar kedua (second chamber) 

cenderung menjadi subordinat kamar pertama (first chamber). Misalnya, dalam 

proses pengusulan legislasi, negative vetoes kamar kedua seringkali diabaikan 

oleh kamar pertama. '* 
Kedua, the actual political importance of second chambers depends not 

only on their formal power but also their method of selection. Dalam ha1 ini 

Arend Lijphart menjelaskan, keseluruhan kamar pertama dipilih secara langsung 

sedangkan sebagian besar kamar kedua tidak dipilih secara langsung. Karena 

perbedaan ini, kamar yang tidak dipilih langsung akan mengalami lack the 

democratic legitimacy. Sebaliknya, pemilihan langsung kamar kedua dapat 

menjadi kompensasi untuk meningkatkan kekuasaan karena pernbatasan- 

l6 Ibid. Denny Indrayana mencontohkan, kongres di Arnerika Serikat adalah contoh nyata 
dari perpaduan ideal tersebut karena House of Representatives-nya berbagi kewenangan dan saling 
kontrol dengan Senate untuk melaksanakan fungsi parlemen tetapi tidak sampai saling menjegal. 
Unsur-unsur kongresnyapun terjaga dengari memadukan antara sistem kepartaian di House of 
Representatives dan representasi negara bagian di Senate. 

l 7  Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Fonn; and Performance in 
- -- -- Thirw-Six Countries, ( ~ a l e  University Press, 1999), hlm. 205. 

18 Arend Lijphart, pennabaian paling nyata terjadi dalam sistem 
pemerintahan parle-menter karena (sebagian besar) dalam sistem ini kabinet secara eklusif 
bertanggung jakab kepada kamar pertima.- 



pembatasan yang d i l akuka~~ . '~  Karena legitimasi yang diperoleh dengan metode 

pemilihan itu, sistem bikameral dapat dikalisifikasikan menjadi symmetrical atau 

asyrn~netrical. Dalam ha1 ini, Lijphart menegaskan, "symmetrical chambers a re  

those with equal o r  onlv moderately unequal constitutional powers and  

democratic legitimacy. Asymmetrical chambers are highly unequal in these 

respect". 20 

Ketiga, the crucial difference between the two chambers of bicameral 

legislature is that second chambers may be elected by different methods or 

designed so. as to overrepresant certain minorities. Dalam kasus ini, tambah 

Lijphart, perbedaan komposisi kamar disebut bikameral incongruent. Contoh 

paling nyata tejadi pada kamar kedua digunakan pada kamar federal untuk 

mewakili unit-unit komponen yang lebih kecil dalam federa~i .~ '  

Pilihan atas model dua kamar (bikameral) dalam lembaga penvakilan 

rakyat dijelaskan C.F. Strong dengan mengutip pendapat Lord Bryce, "no lesson 

of constitutional history has beer; more deeply imbided than that which teaches 

the uses of second ~hamber".'~ Karena argurnentasi itu, Lord Bryce mengatakan, 

kamar kedua (second chamber) mempunyai empat fingsi, yaitu (1) revision of 

legislation, (2) initiation of noncontroversial bills, (3) delaying legislation of 

fundamental constitutional importance so as  'to enable the opinion of the nation 

l 9  lbid., hlrn. 206. 
20 Ibid., hlm. 206-207. 
2 1 Ibid., hlrn. 207. Dalam isu ini C.F. Strong menegaskan, in the case of federal state there 

is a special argument in favour of a second chamber which is so arranged as to embody the federal 
-- 

principle or to - enshrine * .  . the popula:- will of each of the states, as distint from that of the federation 
as a whole. ~ e ~ r h  w r n  . . Poh 'tical Constitution: An Introduction to the 

. . . . Comparative Study o J ' ? h h  & Jackson Limited, (London: 
1973), hlrn. 178. 

22 C.F. Strong, ibid., hlrn. 177. 



to be adequately expressed upon it7, dan (4) public debate.23 Dengan adanya 

kamar kedua, monopoli proses legislasi dalam satu kamar dapat dihindari. Oleh 

karena itu, Dahlan Thaib menegaskan bahwa sistem dua kamar memungkinkan 

untuk mencegah pengesahan undang-undang yang cacat atau ~ e r o b o h . ~ ~  

Sementara itu, sistem bikameral bukan hanya merujuk adanya dua dewan 

dalam suatu negara, tetapi dapat pula dilihat dari proses pembuatan undang- 

undang yang melalui dua dewan atau kamar, yaitu melalui Majelis Tinggi dan 

Majelis   end ah.^' Karena itu, dengan adanya dua majelis (two-chambers) akan 

sangat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan 

tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dua kali (double check). 

Keunggulan sistem double check ini semakin terasa apabila Majelis Tinggi yang 

memeriksa dan merevisi suatu rancangan itu memiliki keanggotaan yang 

komposisinya berbeda dari Majelis   end ah.^^ 

Berkaca pada praktik sejumlah negara, ketimpangan fungsi legislasi antar- 

karnar da!am lembaga perwakilan bukan merupakan isu baru. Untuk mengatasi 

ketimpangan itu diupayakan memberikan "kompensasi" kepada kamar lain yang 

lebih lemah. Jika model yang ada model tidak memberikian hak untuk 

mengajukan rancangan undang-undang, Majelis Tinggi (Upper House) diberi 

kewenangan mengubah, mempertimbangkan, atau menolak rancangan undang- 

23 Dalam Reni Dwi Pumomowati, Implementnsi Sistem Bikamernl dnlnm Parlemen 
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 14-1 5. 

24 Dahlan Thaib, Menuju Parlemen Biknmeral: Studi Konstitusional Perubahnn Ketiga 
UUD 1945, Pidato Penguhhan Guru Besar, Fakultas Hukum UII, (Yogyakarta 2002),. 

- ------ 

p. 30042, 
26 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintnh dan Parlemen dalam Sejarah, 

Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996),. 



undang yang berasal dari Majelis Rendah (Lower House). Sekiranya ha1 itu juga 

tidak ada, Majelis Tinggi diberi hak untuk menunda pengesahan undang-undang 

yang disetujui Majelis Rendah. Menurut Kevin Evans, jika konstitusi tidak 

memberi hak untuk mengubah dan menolak rancangan undang-undang, meilunda 

pengesahan sexing menjadi satu-satunya kekuatan Majelis Tinggi daIam fungsi 

legislasi.27 Sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam fungsi 

legislasi, penundaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan .bagi 

Majelis Tinggi untuk mengoreksi rancangan undang-undang yang telah disetujui 

Majelis Rendah. 

Masalah yang seringkali ditampilkan sebagai penolakan terhadap si stem 

bikameral, adalah efisiensi dalam proses legislasi. Karena hams melalui dua 

kamar, banyak anggapan bahwa sistem bikameral akan menganggu atau 

menghambat kelancaran pembuatan undang-undang. Sejak awal memang banyak 

yang sudah mempersoalkan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya dua sistem 

seperti tersebut di atas dibanding dengan "ongkos yang hams dibayar" dalam 

bentuk kecepatan proses pembuatan undang-undang. Maka negara-negara yang 

menganut sistem bikameral dengan caranya masing-masing telah berupaya untuk 

mengatasi masalah tersebut, antara lain dengan membentuk conference committee 

untuk menyelesaikan perbedaan yang ada antara dua majelis tersebut.'* Jika 

terkelola dengan baik, kemungkinan sistem dua kamar akan lebih produktif karena 

27 Kevin Evans, Seputor Sistem Bikameral, dalam Bambang Subianto et.al (edit.), 
Menggngas Ulnng Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan, CPPS Paramadina dan Partnership for 

- -- Governance Reform in Indonesia,( Jakarta. 2002), 
s e @ b U h m e r a l  Yang Sesuai dengan 

Keadaan dan Y e r n e r i n r a h a P r , , , , , n i a a  Reform 
Inititives and DPD Empowerment (PRIDE) Sekretariat Jenderal DPD beke rja sama dengan UNDP 
(Jakarta: 2007), hlm. 60. 



segala tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu 

atau tergantung pada salah satu kamar ~ a j a . ~ ~  

C. Kedudukan dan Fungsi DPD 

Pembentukan DPD tentu saja ~nenghadirkan beberapa macam pandangan 

tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat pertama menyatakan bahwa 

sistem parlemen Indonesia sudah berubah dan sistem parlemen tunggal 

(unikameral) menjadi sistem parlemen dua kamar (bikameral). Pendapat kedua 

berpendapat bahwa sebenamya dengan kehadiran DPD sebagai kamar kedua di 

parlemen tetap tidak mengubah sistem parlemen Indonesia yang bersifat 

unikameral sebab pada dasamya DPD bukan merupakan lembaga legislatif (tapi 

fungsi legislatifnya terbatas) sepenuhnya dan menjadi satu dengan DPR dalam 

bingkai kelembagaan NIPR. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa, 

Indonesia malah telah menganut sistem parlemen tiga kamar (trikameral), karena 

kedudukan MPR yang tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem parlemen 

Indonesia dengan tetap mempunyai Sekretariat Jenderal sendiri. 

Dengan sistem dua kamar (bikameral) tersebut bukan berarti dengan 

pembentukan DPD ini mengarah kepada negara federal, tapi dengan pembentukan 

DPD ini adalah bertujuan untuk menjalankan proses otonomi di daerah berjalan 

dengan baik dengan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia , 

yang merupakan dasar filosofis Negara Indonesia, pembangunan di daerah 

berjalan dengan optimal dan kebutuhan-kebutuhan di daerah dapat tersalurkan ke 

29 Bandingkan dengan Bagir Manan, DPR, DPD, don MPR, loc. cit. Hlrn. 70-74 



pusat demi kesejahteraan masyarakat daerah. Nalnun secara historis, tujuan 

pembentukan parlemen bikameral meinang biasanya dihubungkan dengan bentuk 

negara federal yang bertujuan untuk melindungi formula federasi itu sendiri. 

Dalam sistem pemerintahan parlementer, ada dua alasan utama 

diguilakannya sistein bikameral ini, yaitu: (a) adanya kebutuhan untuk menjarnin 

keseimbangan yang lebih stabil antara pihak eksekutif dan legislatif, dan (b) 

keinginan untuk membuat sistem pemerintahan benar-benar berjalan lebih efisien 

dan lancar melalui apa yang disebut 'revising ~harnber'.~". Oleh karena itu, 

apabila melihat konsep di atas, maka perbedaan kedua kamar parlemen Indonesia 

(DPR dan DPD) dapat ditentukan, salah satunya melalui pembagian kewenangan 

di antara keduanya dalam menjalankan tugas-tugas parlemen.31. 

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa lembaga legislatif mempunyai tiga 

jenis fungsi yaitu fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), dan 

fungsi pertimbangan dan penvakilan (representasi). Dalam hngsi penvakilan, 

terdapat tiga sistem penvakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi, 

yaitu: 1) Sistem penvakilan politik (political representation); 2) Sistem 

penvakilan teritorial (territorial representation atau regional representation); 3) 

Sistem penvakilan hngsional functional representation). Masing-masing sistem 

tersebut mempunyai implikasi yang berbeda. Sistem penvakilan politik 

menghasilkan wakil-wakil politik, sistem penvakilan teritorial menghasilkan 

wakil-wakil daerah, sedangkan sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil- 

wakil golongan fungsional. DPD merupakan penvujudan sistem perwakilan 

an Dalam 
UUD 1945, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm, 164 

3 1  Ibid, hlm. 163. 



teritorial dan DPR sebagai penvakilan politik. Dianutnya ketiga sistern penvakilan 

di atas menentukan bentuk dan struktur pelembagaan sistem penvakilan tersebut 

di setiap negara. Pilihan sistem penvakilan itu selalu tercermin dalaln struktur 

kelembagaan parlemen yang dianut suatu negara. Melihat ketiga fungsi tersebut, 

memang dapat dinyatakan bahwa kedudukan DPD bukanlah lembaga legislatif 

sepenuhnya sebab DPD belum mempunyai fungsi pengaturan (legislasi). Terlepas 

dari pandangan tersebut setidaknya dapat disimpulkan bahwa sistem parlemen 

Indonesia sudah sangat berbeda dibandingkan dengan format lama pada UUD'45 

sebelum amandemen. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tugas dan fungsi DPD berkisar pada 

pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah berserta 

kepentingan yang ada di dalamnya ke dalarn produk perundang-undangan. Ruang 

lingkup tugas dan fungsi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemeltaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, pajak, pendidikan, dan agama. 

Lahimya DPD sangat didasari oleh keinginan semua pihak terrnasuk 

pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran 

kepentingan antara.kedua level pemerintahan tersebut. Dalarn ha1 ini, DPD juga 

diharapakan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi 

kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang 
-- 

. . 
- F i n a n  keutuhan ~ntegntas wiiay-a. 



Meskipun pada kenyataannya peran dan keberadaan DPD dalam penyelenggaraan 

hubungan Pemerintah Daerah dan Pusat serta representasinya sebagai wakil 

daerah belum mampu menjawab tantangan tersebut secara maksimal. 

Pada dasarnya DPD sengaja didesain hampir atau memang hendak 

menyerupai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagaimana diatur dalam 

UUD'4.5 Amandemen bahwa DPD merupakan representasi langsung rakyat di 

daerah yang menjadi konstituten perwakilannya. Tugas dan tangung jawab DPD 

berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah 

berserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang- 

undangan. Dalam ha1 ini, sebenarnya peran DPD sangat strategis, karena dengan 

begitu pemerintah pusat sebenarnya mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam 

ha1 penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah. 

Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat 

diselenggarkan dengan sistem double check yang memungkinkan representasi 

seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. 

DPR merupakan representasi politik (political representation). Sedangkan DPD 

mencerminkan prinsip representasi tentorial atau regional (regional 

representation)32 yang juga berkedudukan sebagai lembaga negara (Pasal222 UU 

No.27 Tahun 2009). Meskipun pada kenyataannya, ide dasar pembentukkan 

tersebut tidak terealisasi sebab dalam UUD 1945 disebutkan pada pasal 22D 

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa DPD dapat : 

--- 

-- - 
32 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan don Konsolidmi Lembaga Negara Pasca KeJormasi, 

(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 138. 



1.  Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, 

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah; 

2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

3.  Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas 

rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan 

agama. 

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 

p.ertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

- -  

Dilihat dari pasal 22D UUD 1945 tersebut, DPD tidak mempunyai 

. . 
kewenangan memutuskan a dibahas oleh 



dengan DPR pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kewenangan DPD, 

dimana dalam memutuskan undang-undang yang berkaitan dengan bidang 

kewenangan DPD masih berada di ranah DPR. Setelah undang-undang yang 

berkaitan dengan bidang DPD disetujui oleh DPR, DPD hanya cukup melakukan 

pengawasan, khusus dalam bidang yang berkaitan dengan DPD yang disebutkan 

tadi. DPD juga diberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama. Oleh karena itu, kedudukannya hanya 

bersifat penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, atau 

disebut sebagai co-legislator. Dalam ha1 ini, DPD hanya dapat lebih 

berkonsentrasi di bidang pengawasan, sehingga keberadaannya dapat dirasakan 

efektifitasnya oleh masyarakat di daerah-daerah.33 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya secara kelembagaan 

DPD bukan sepenuhnya sebagai lembaga legislatif. Keberadaannya hanya bersifat 

penunjang terhadap fungsi DPR, meskipun terkait dengan kekuasaan legislatif, 

khususnya berkenaan dengan rancangan undang-undang tertentu, tetapi fungsinya 

tidak disebut sebagai fungsi legislatif.34 

D. Kewenangan DPD dalam Legislasi 

DPD diatur dalam perubahan undang-undang ketiga dan .keempat UUD 

1945. Secara khusus DPD diatur dalam bab VII A pasal 22c dan pasal 22d. Selain 

- - - - pp -- 
--- --- --- 

33 120 
a > . I d - -  

j4 Jimly Asshiddiqie, , Hubungan anfar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, 
bahan ceramah Diklatpim Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara 



itu, pasal-pasal lain yang mengatur tentang DPD adalah pasal 2 ayat ( I ) ,  pasal 22e 

ayat (2) dan ayat (4), pasal23 ayat (2), pasal23e ayat (2), pasal 23f ayat (1). 

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa MPR terdiri atas anggota 

DPR dan anggota DPD. Kemudian pasal 22 D ayat (1) dan (2) UUD 1945 

menentukan bahwa DPD dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Selanjutnya pasal 22 ayat (2) juncto pasal 23 a y ~ t  (2) UUD 1945 mengatur 

bahwa DPD memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR 

atas rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Lain dari 

itu, pasal 22 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan 

untuk melakukan pengawaszn atas pelaksanaan undang-undang di bidang-bidang 

sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya dan hasil dari 

pengawasannya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti. Di samping itu, pasal 22f ayat (1) menentukan bahwa DPD 

memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalarn 

pemilihan anggota badan pemeriksaan keuangan (BPK). 

Kemudian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut 

ditindaklanjuti lagi oleh UU No 27 Tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD 
- -- - 

aan DXD,  mci .  Dimana 



DPD merupakan lembaga penvakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga 

negara. 35 

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dijelaskan bahwa fungsi DPD 

(Pasal223 UU.No27 Tahun 2009) yaitu : 

a. Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 

dengan perimbangan pusat dan daerah, 

b. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran 

dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 

tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang- 

undang yang berkaitan pajak, pendidikan, agama, dan 

d. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 

dearah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekono~ni lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

- -- 

-- 

3S UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan 
DPRD, Pasal222. 



Selain fungsi di atas, DPD mempunyai tugas dan wewenang yang diatur 

dalam pasal 224 U U  No.27 Tahun 2009. Adapaun tugas dan wewenang DPD 

yang disebutkan pada pasal224 yaitu : 

a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pcmbentukan dan 

pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; 

b. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan ha1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang 

yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan ha1 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

d. memberikan pertimbangan DPR atas rancangan undang-undang tentang 

anggaran pendapatan dan belanja negara dail rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; 

e. dapat melakukan pangawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengeloaan sumber daya alam dan sumber 

daya alam lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, 

dan agarna; 

f. menyarnpaikan hasil pangawasan atas pelaksanaan undang-undang 



daerah, hubungan pusat dan daerah, pengeloaan sumber daya alam dan 

sumber daya alam lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan perti~nbangan untuk 

ditindaklanjuti; 

g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai 

bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang- 

undang yang berkaitan APBN; 

h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, 

dan; 

i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
I 

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

Adapun pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam ha1 ini, anggota DPD dapat 

melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di 

daerah pemilihannya.36 

Sementara hak yang dimiliki oleh DPD~' adalah: 

a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pernbentukan dan 

m NO. L l  lafmrr28 " ". WTee-n Kedudukan MPR, DPR, DPD dan 
pCf. 

37 W No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan 
DPRD, Pasal23 1. 



pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; 

b. Ikut membahas rancangan undang-undang dengan otonomi daerah, 

hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alarn d m  sumber daya 

ekonolni lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 

d m  daerah; 

c. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pernbahasan rancangan 

undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; 

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, pajak pendidikan, dan 

agama. 

E. Relasi MPR, DPR dan DPD: "Bikameral" atau "Trikameral" 

Keberadaan MPR dalam sistem parlemen Indonesia memicu lahirnya 

wacana "trikameralisme". Ambivalensi anta~a bikameral dan trikameral ini 

ditengarahi oleh eksistensi MPR di tengah dua kamar yang ada: DPR dan DPD. 

Jika MPR hanya sebagai nama lain dari joint session yang berhngsi sebagai 



sistem parlemen yang dianut di Indonesia adalah sistem parlemen bikameral. 

Akan tetapi jika kehadiran MPR dianggap sebagai lembaga tersendiri yang 

meiniliki kewenangan tersendiri, maka dapat dimaknai bahwa sistem parlemen di 

Indonesia cenderung bersifat trikameral. Dengan begitu layak jika Indonesia 

dinilai sebagai negara pertama kali di dunia yang menganut sistem trikameral. 

Wacana sistem trikameral ini sempat disinggung oleh Jimly, bahwa pasca 

alnandemen keempat UUD 1945, Indonesia menganut sistem parlemen trikameral 

dengan keberadaan MPR, DPR dan DPD. Hal ini menurut Jimly, MPR di samping 

merupakan joint seesion antara DPR dan DPD, ia juga berdiri sendiri yang 

~nelniliki wewenang sendiri di luar wewenang DPR dan wewenang D P D . ~ ~  

Sementara menurut Dahlan Thaib, wewenang MPR dalam konteks ini 

tidak pada wewenang legislatif, melainkan wewenang joint session (forum 

bersama) antara DPR dan DPR. Barangkali wewenang ini dapat diistilahkan 

dengan wewenang koorporatif, karena tidak memiliki kewenangan legislatif sama 

sekali, melainkan forum kebersamaan dua kamar (DPD dan DPR) sebagai 

lembaga parlemen.39 Artinya manakala MPR nantinya ~nelaksanakan sidang 

bersama, anggota DPR dan anggota DPD tetap sebagai anggota DPR dan anggota 

DPD, bukan sebagai anggota MPR. 

Akan tetapi di sisi lain, MPR secara tegis disebutkan sebagai le~nbaga 

negara tersen6iri yang melnpunyai wewenang dan struktur internal 01-ganisasional 

-- 

125. . . --i , . at-, 
Indonesia; perspektifkons~it&ional (Yogyakarta. Total Media, 2009), hlm. 137-1 38 



sendiri di luar forum joint session.40 Di mana anggotanya terdiri dari anggota DPR 

dan anggota DPD yang diresmikan dengan surat keputusan presiden.4' 

Konsekwensinya, anggota MPR mengucapkan sumpah jabatan tersendiri terpisah 

dari sumpah menjadi anggota DPR dan anggota DPD.~* Selain itu, MPR juga 

menetapkan tata tertib organisasi dan kode etik keanggotaan serta memiliki hak- 

hak protokoler dan hak keuangan kelembagaan tersendiri pula. 

Sebagai sebuah lembaga negara, sama dengan lembaga negara lainnya, 

MPR juga merniliki kelengkapan organisasional, yaitu personalia kepemimpinan 

yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 

(empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari 

anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD yang 

ditetapkan dalarn sidang paripurna M P R . ~ ~  Dengan demikian sekretariat jenderal 

MPR pun berbeda terpisah dengan sekretariat jenderal DPR dan atau DPD. 

Namun demikian, MPR secara kelernbagaan memiliki ikatan erat dengan 

DPR dan DPD dalam beberapa ha1 berikut: 

1. Karena keanggotaan MPR terbentuk dari keanggotaan DPR dan DPD, 

maka orang yang kehilangan haknya sebagai anggota DPR dan atau 

anggota DPD, ia akan kehilangan hak sebagai anggota MPR, tetapi tidak 

sebaliknya; 

40 Pasal(3 dan 4), Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang Susunan Dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

4' PasaI (6)  Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, 
- -- DPR, DPD dan DPRD. 

No 77 tahun 2009 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, 
DPR, - 

43 Pasal(14) Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang Susunan Dan Kedudukan MPB, 
DPR, DPD dan DPRD. 



2. Unsur pimpinan MPR mencerminkan unsur DPR dan DPD. Jika pimpinan 

MPR terpilih berhalangan atau mangkat, maka pimpinan sementara 

dipimpin oleh ketua DPR sebagai ketua MPR sementara dan ketua DPD 

sebagai wakilnya; 

3. Penentuan sahnya sidang MPR didasarkan pada kuorum yang hams 

mencerminkan unsur anggota DPR d m  anggota DPD. 

Adapun tugas dan wewenang MPR sendiri sebagaimana dalam Undang- 

Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susduk MPR, DPR, DPD dan D P R D ~ ~  

sebagai berikut: 

a. Mengubah dan menetapkan UUD 1945; 

b. Melantik presiden d m  wakil presiden berdasarkan hasil pemilu; 

c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk 

memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, 

setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan / atau wakil 

presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum; 

d. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

dalam masa jabatannya; 

e. Memilih wakiI presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan presiden apabila 

terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalarn masa jabatannya; dan 

f. Memilih wakil presiden menjadi presiden apabila keduanya mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 

MPR, DPR, DPD dan DPRD. 



masa.jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden 

dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara 

terbanyak pertarna dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai 

berakllir masa jabatannya. 

Dari beberapa tugas dan kewenangan MPR di atas menunjukkan bahwa 

MPR adalah lembaga negara sendiri yang independen di luar lembaga DPR dan 

DPD. Sebab, masing-masing lembaga tersebut rnemiliki kewenangan yang 

berbeda-beda. Walaupun secara keanggotaan, MPR terdiri dari anggota DPR dan 

anggota DPD. Dengan kata lain, bahwa di saat anggota DPR dan anggota DPD 

bergabung dalam forum bersama NIPR, mereka sudah memiliki kewenangan lain 

di luar tugas dan kewenangan pokoknya sebagai anggota kamar pertama dan 

anggota kamar kedua. Kewenangan dan tugas tersebut menjadi indikasi bahwa 

MPR tidak hanya sebagai forum joint session antara DPR dan DPD, tetapi sebagai 

lembaga yang bersifat independen dan merupakan karnm tersendiri di parlemen, 

sebagai kamar ketiga. Walhasil, parlemen di Indonesia bisa dikatakan menganut 

sistem "trikameral". 

Kalaupun mau disebut bahwa sistem parlemen menganut sistem 

"bikameral", maka disebut bikameralisme yang lemah (soft bicameralism) bukan 

strong bicameralism, karena MPR tidak merniliki kewen~ngan legislatif, dan 

hanya menjadi kewenangan kamar pertama (DPR) dan kamar kedua (DPD), 

walaupun kekuasaan yang diberikan kepada kamar kedua (DPD) bersifat terbatas. 



BAB IV 

LIMITASI KEWENANGAN LEGISLATIF DPD DALAM PARLEMEN 

. Penguatan Fungsi Legislasi 

Hasil penibahan UUD 1945 menempatkan Dewan Penvakilan Dherah 

(DPD) sebagai badan penvakilan tingkat pusat yang baru' di samping Dewan 

Penvakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan DPD sebagai lembaga perwakilan 

rakyat yang dihasilkan dalam perubahan UUD 1945, Denny Indrayana 

mengatakan bahwa pembentukan DPD merupakan salah langkah untuk 

melakukan refonnasi lernbaga legislatif: terutama dengan tidak jelasnya posisi 

dan peran Utusan Daerah dalam Majelis Pennusyawaratan Rakyat (MPR) 

sebelum perubahan UUD 1945. Meskipun demikian, kehadiran DPD tidak dapat 

dikatakan bahwa Indonesia menggunakan model sistem lembaga perwakilan dua 

kamar (bi~arneral).~ 

Berdasarkan hasil kajian sejumlah kalangan, lembaga penvakilan rakyat 

setelah perubahan UUD 1945 merupakan lembaga legislatif tiga kamar4dengan 

menempatkan MPR sebagai kamar tersendiri dalam lembaga perwakilan rakyat. 

1 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, (Yogyakarta: FH UII 
Press, 2003), him. 53. 

Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antarn Mitos dan Pernbongkaran, (Jakarta. 
Mizan, 2007), him. 372. 

' Lihat misalnya Jimly Asshiddiqie, Perkembangan don Konsolidasi Lernbaga Negara 
Pasca Reformasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 141; dan Indra J. Piliang, 2006, 
Keanggotaan DPD dnn Sisfem Biknmeral, dalam Agus Haryadi dkk, Bikameral Bukan Federal, 
(Jakarta, Kelompok DPD di MPR-RI), hlrn. 67. 

Lihat misalnya M. Fajrul Falaakh, Meramorfosis MPR (Teka-teki Parlemen Berkamar 
Tiga), dalam Harian Kompas, 19 April, (Jakarta, 2002), him. 4; Bivitri Susanti, Lembaga 

DPR dan Sempitnya Ruang Dernolrasi Perwakilan, 
, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MAPI) 
T.embaga Perwakilan Kakyat: ai- d; 

Tengah Supremasi Dewan Penvakilan Rakyat, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. l No i ., It&hhmA 
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2004. 



Hal itu disebabkan oleh Pasal 2 Ayat ( I )  UUD 1945 yang menyatakan, "Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Penvakilan Daerah". Dalam ha1 ini Bagir Manan menegaskan, 

MPR menjadi wadah badan perwakilan tersendiri karena susunannya yang 

menyebutkan terdiri dari anggota-anggota DPR dan D P D . ~  Dalam susunan dua 

kamar (bikameral), tambah Bagir Manan, bukan anggota yang menjadi unsur 

tetapi badan yaitu DPR dan DPD. Kalau anggota yang menjadi unsur, maka MPR 

adalah badan yang berdiri sendiri6 Dengan demikian, hasil perubahan UUD 1945 

tidak menempatkan MPR menjadi sidang gabungan (joint session) antara DPR 

dengan DPD. 

Hal ini berbeda dengan lembaga legislatif di Amerika Serikat, misalnya, 

yang menempatkan Congress sebagai gabungan (joint session) antara House of 

Representatives dan Senate. Dalam Article I Section 1 Konstitusi Amerika S erikat 

dinyatakan, " ... Congress of the United States, which shall consist of a Senate and 

House of Representatives". Dari rumusan Article I Section 1 tersebut, Congress 

merupakan penggabungan Senate dan House of Representatives sebagai institusi. 

Joint session digunakan untuk menyelesaikan wewenang bersama Senat dan DPR. 

Berbeda dengan sistem bikameral di Amerika Serikat, dalam UUD 1945 

MPR merupakan penggabilngan dari anggota-anggota DPR dan DPD. Dengan 

perumusan seperti itu, MPR menjadi kamar. ketiga dalarn lembaga perwakilan 

rakyat. Artinya, hasil perubahan UUD 1945 meletakkan lembaga perwakilan 

Bagir Manan, DPR, DPR, dun MPR ... loc. cif, hlrn. 75.  Lihat juga Abd. Rahman, 
n -- Sistem Penvnkilan Indonesia, makalah 

c. dlsampalkan aalarn s a s a r a k a n  oleh Univ. 43, 
Makassar, 30 Juni, 2007. 

Bagir Manan, ibid. 



rakyat ke dalam sistem trikameral dengan kewenangan terbesar (supremasi) 

berada di DPR. Meskipun MPR merupakan salah satu kamar, hanya DPR dan 

DPD yang bersentuhan dalam fungsi legislasi. Persetuhan fungsi legislasi itu 

dapat dibaca dalam Pasal22D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: 

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kcpada Dewan Perwakilan 

Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Sekalipun terdapat ruang DPR dan DPD bersentuhan dalam fungsi 

legislasi, kata "dapat" dalam Pasal' 22D Ayat (1) tersebut membuat DPD tidak 

mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif untuk menjadi salah satu institusi 

yang me&ajukan rancangan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~  Hal itu terjadi karena Pasal 5 Ayat 

(1) dan Pasal 21 UUD 1945 menyebutkan Presiden dan anggota DPR "berhak" 

mengajukan rancangan undang-undang. Selain dibatasi dengan kata "dapat" 

mengajukan rancangan undang-undang, Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 

menyatakan bahwa DPD ikut rnernbahas rancangan undang-undang8~i samping 

itu, DPD diberi wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas 

rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agarna". 

7 Bivitri Susanti, Penguatan Kewenangan DPD dan Pasal-Pasal Lain ynng Terkait di 
Bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli 
Hukum Tata Negara, diselenggarakan oleh Univ. 45, Makassar, 30 Juni, 2007. 

w a t a k a n ,  DPD ikut membahas rancangan undang- 
undang yang l ~ ~ a n U a m z &  hubungan pusat dan daerah; p e m b e n r u i i  
pemekaran, d m  penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alarn d m  sumber daya ekonornj 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 



Dengan frasa "dapat mengajukan", "ikut membahas" dan "memberikan 

pertimbangan" sebagaimana dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2) UUD 1945 sangat 

tidak sebanding dengan wewenang Presiden dan DPR berupa "pembahasan dan 

persetujuan bersama" dalam fungsi legislasi. Dengan kewenangan yang begitu 

terbatas, DPD nyaris iidak punya peran fungsi legislasi. Hal itu makin nyata 

dengan adanya Pasal20 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan 

membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak hanya itu, Pasal 20A 

Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, fungsi legislasi hanya dimiliki 

oleh DPR. 

Melihat kewenangan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 1945 ditambah 

dengan sulitnya menjadi anggota DPD, Stephen Sherlock memberikan penilaian 

yang arnat menarik. Menurut peneliti dari Australian National University ini, DPD 

merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik lembaga penvakilan rakyat 

dengan sistem bikameral karena merupakan kombinasi dari lembaga dengan 

kewenangan yang amat terbatas dan legitimasi tinggi (represents the odd 

combination of limited powers and high legitimacy).9 Kombinasi ini, tambah 

Stephen Sherlock, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik sistem 

bikameral manapun di dunia." Lebih jauh Stephen Sherlock menambahkan: 

But the DPD does not pass legislation, it can only introduce or give advice 
on a certain range of Bills in the DPR ... Its role in law-making is limited to 
certain areas of policy, its powers are only advisory and no Bill .is actually 
required to pass through it in order to be passed, yet at thesame time it has the 
strong legitimacy that comes from being a&lly elected chamber." 

Stephen Sherlock, Indonesials Regional Representative Assembly: Democracy, 
- -- -on and the Regiom_. (Centre for I-~rat . . ic Institutions Research School of Social 

tr 5). 

l'  Ibid. 



Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 1945, fiasa "ikut 

membahas" masih memungkinkan bagi DPD untuk berperan lebih maksimal 

dala~n fungsi legislasi. Namun kemungkin itu menjadi agak tertutup karena 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD dan DPRD makin mernbatasi peran DPD dalam fungsi legislasi. 

Pembatasan itu terjadi karena frasa "ikut membahas" direduksi menjadi 

pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi wewenangnya sendiri, yaitu 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Padahal, untuk 

rancangan andang-undang yang berada dalam wewenang DPD, keikusertaan DPD 

dapat dioptimalkan sebelum tahapan persetujuan bersama antara DPR dan 

Presiden. Optimalisasi peran DPD dalam fungsi legislasi dapat dilakukan dengan 

pengaturan di tingkat undang-undang sepanjang ha1 itu tidak menghilangkan 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 bahwa pembahasan 

dan persetujuan bersama dilakukan DPR dan Presiden. 

Mencermati keterbatasan kewenangan itu, penguata fungsi legislasi DPD 

menjadi sebuah keniscayaan. Secara hukum, penguatan tersebut dapat dilakukan 

dengan melanjutkan perubahan terhadap UUD 1945. Bagaimanapun, menjadi sulit 

untuk melakukan penguatan fungsi legislasi DPD tanpa menyentuh UUD 1945. 

Terkait dengan ha1 itu, Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar dalam tulisan 

"Menelisik Model Kamar Parlemen'.' mengemukakan bahwa penguatan fbngsi 

legislasi seharusnya dilakukan dengan menata ulang secara komprehensif fungsi 

legislasi dalam sistem pemerintahan ~ndonesia.'~ Sebagaimana dikatakan Kevin 

'' Saldi Isra & Zainal Arifin Mochtar, Menelisik Model Parlernen (Catatan untuk 



Evans, bisa saja DPD tidak terlibat secara utuh membahas rancangan undang- 

undang sebagaimana DPR, namun untuk membangun checks and balances DPD 

seharusnya diberi ruang untuk mengoreksi danlatau menolak rancangan undang- 

undang yang telah disetujui DPR. 

Gagasan awalnya, DPD hendak diberikan kewenangan legislasi yang 

seimbang dengan DPR untuk rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan 

dengan hubungan pusat dan daerah. Namun ha1 itu tidak terjadi karena MPR 

khawatir dengan kewenangan legislasi yang seimbang akan memperlambat proses 

legislasi. Lagi pula, mayoritas anggota MPR beranggapan, memberikan 

kewenangan legislasi yang kuat kepada DPD bertentangan dengan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Sementara itu, secara praktis, berdasarkan hasil penelitian Institute for 

Democracy and Electoral Assistants (IDEA) adalah benar bahwa semua negara 

federal menganut sistem bikameral, tetapi separo dari seluruh negara yang 

berbentuk negara kesatuan ternyata menganut sistem bikameral. Di samping itu, 

dari 54 negara yang dianggap sebagai negara demokratis: 32 negara memilih 

bikameral dan 22 negara memilih unikameral. Untuk sistem pemerintahan, dari 40 

negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer: 32 negara (80%) 

memilih sistem bikameral dan 8 negara memilih unikameral. Sementara itu, dari 

10 aegara yang menganut sistem pemerintahan presidensial: delapan negara 

(80%) negara memilih sistem bikameral dan hanya dua negara yang memilih 

Penataan Kelembagaan DPD Indonesia), dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 14, No.Z, 
Hukum Universitas Muhamrnadyah, Yogyakarta: 2007). 



model unikameral. l 3  

Dengan dasar praktik seperti itu, memberikan kewenangan legislasi yang 

kuat kepada DPD dinilai bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah argurnentasi yang tidak mempunyai dasar pijakan sama sekali. 

Oleh karena itu, argumentasi itu hams ditinjau ulang sehingga kehadiran DPD 

dapat memberikan kontribusi bermakna dalam sistem lembaga penvakilan rakyat 

Indonesia. 

B. Optimalisasi Peran DPD Sebagai Legislative Partner 

Barangkali ha1 yang harus dibenahi dalam upaya optimalisasi dan 

maksimalisasi peran dan kewenangan DPD yang bersifat asimetris dengan peran 

dan kewenangan DPR, antara lain: 

1. Penguatan internal berupa perbaikan prosedur dan struktur kelembagaan. 

2. Penguatan hubungan kelembagaan dengan Dewan Penvakilan Rakyat, 

pemerintah (eksekutif) dan pemerintah daerah. 

3. Penguatan hubungan dengan konstituemya (masyarakat umum) sebagai 

pemilih langsung. 

Dengan demikian, diharapkan Dewan Perwakilan Daerah ke depan tidak 

hanya sebagai patner yang lemah dan hanya bersifat pelengkap saja dari DPR, 

tetapi lebih dari itu diharapkan DPD mampu memberikan kontribusi politiknya 

dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah, utamanya dalam hngsi 

legislasi yang sernpuma, yaitu mempunyai hak untuk mengusulkan dan juga 
- ~ 

~s-P? 

Ketatanegaraan, makalah disampaikan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Huicum 
Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 16-1 8 November, Jakarta: 2008. 



untuk memveto atau menolak suatu undang-undang dan hak-hak lain yang 

berhngsi melengkapi fungsi parlemen secara kuat, tidak seperti dalam konstitusi 

yang ada selama ini dengan kewenangan yang terbatas. 

Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang terutama diatur 

dalam pasal 22D ayat (1) dan (2) seiia pasal 23 UUD 1945. Pasala 22 D ayat (1) 

UUD 1945 yang dimaksud berbunyi sebagai berikut: 

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. 

Berdasarkan pasal di atas, berarti DPD hanya dibatasi pada persoalan 

otonomi daerah dan yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah dalam 

konteks pengajuan rancangan undang-undang. Selain itu kewenangan DPD tidak 

dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam konteks ini berarti juga 

bahwa L)PD sangat terbatas kewenangan dan gerak legislasinya. 

Sebagai sebuah lembaga, DPD mengajukan rancangan undang-undang 

kepada DPR secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 224 

Undang-Undang No 27 Tahun 2009, dimana yang memiliki hak mengajukan 

rancangan undang-undang adalah DPD bukan anggota DPD. Dengan demikian 

rancangan undang-undang tidak boleh diajukan secara keanggotaan. 

Selanjutnya, setelah mengajukan rancangan undang-undang, DPD 

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22D ayat (2) juncto pasal 23 avat (2) 



UUD 1945 tentang kewenangan DPD untuk membahas rancangan undang- 

undang. Dengan tegas pasal i tu menyebutkan: 

Dewan Perwakilan Daerah ikut lnembahas rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
perbentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 
anggaran perdapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 

Berdasarkan ketentuan pasal 22D ayat (2) UUD 1945 di atas, tampak 

bahwa DPD hanya berh.ak untuk membahas rancangan undang-undang dalam 

skop tertentu sebagaimana dalam ketentuan tersebut, tidak mencakup rancangan 

undang-undang lainnya yang menjadi domain wilayah DPR. Dengan kata lain, 

skop pembahasan rancangan undang-undang oleh DPD lebih sempit daripada 

skop yang menjadi domain DPR. 

Dengan begitu pula, semakin tegas bahwa tindak lanjut proses legislasi 

rancangan undang-undang yang diajukan DPD ber&hir final di tangan DPR. 

Artinya DPR lebih luas kewenangannya daripada DPD dalam menindaklanjuti 

proses' legislasi tersebut, walau rancangan itu berasal dari DPD tetapi putusan 

akhirnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Proses pengajuan rancangan 

tersebut oleh DPR kepada pemerintah untuk dibahas bersama diatur dalarn pasal 

20 Udang-Undang 1945. 

Selain itu, kewenangan DPD juga diatur dalam ketentuan pasal23 ayat (2) 

UUD 1945 tentang hak untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas 



rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 

Kewenangan memberikan pertimbangan tentu tidak seluas kewenangannya dalarn 

ikut serta membahas rancangan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan dalam 

memberikan pertimbangan ini bisa dilakukan melalui surat dan ha1 ini dianggap 

telah cukup memenuhi kewenangannya, tanpa hams duduk bersama dengan DP R 

seperti halnya dalam kewenangannya untuk ikut membahas rancangan tesebut. 

Artinya tingkat intensitas komunikasi secara kelembagaan antara DPD dan DPR 

dalam konteks ini relatif lebih sempit lagi. 

Perbandingan kewenangan antara DPD dan DPR dalam pembentukan 

undang-undang (legislasi) sebagaimana dalam konstitusi, dapat dilihat dalarn tabel 

berikut: 

DPD I_ DPR -7 
pengajukan usulan rancangan undang- 1 Mengajukan usulan rancangan undang- 1 

yang berkaitan dengan peilgaturan segalamateri pengaturan i 
undang kepada DPR sebatas materi undang kepada pemerintah mengenai 

Ikut serta secara terbatas dalam Menolak, menerima atau melakukan 

pembahasan yang dilakukan oleh DPR 

1 diajukan I maupun pemeri tnah I 

perubahan atas rancagan undang- 

dan pemerintah atas rancangan yang undang yang disusulkan baik oleh DPD 

Memberikan pertimabangan kepada Menolak atau menerima pertimbangan 

DPR atas rancangan udang-undang yang diusulkan oleh DPD 

y a n g m r r -  



perndapatan dan belanja negara, pajak, I- r--- 7 
pendidikan dan agama 

Lemahnya kekuasaan yang dimiliki oleh DPD dalam beberapa 

kewenangannya menyebabkan lahirnya wacana kembali kepada sistem . 

unikameral, tidak bikameral lagi. Akan tetapi, jika berdasar pada argumen Strong, 

bahwa perlunya sistem bikameral bertujuan untuk: pertama, mencegah kesalahan 

legislasi yang dilakukan oleh salah satu kamar, kedua, untuk menciptakan prinsip 

saling mengkontrol dalam parlemen, ketiga, agar kebijakan atau keputusan yang 

diambil mendapat dukungan mayoritas sehingga lebih dapat diterima dan lebih 

stabil. 

Dalam UUD 1945, sangat jelas adanya ketidakseimbangan (inbalance) 

antara kewenangan yang dimiliki DPD dengan DPR sebagai lembaga parlemen, 

utamanya dalam kewenangan legislatif. Eksistensi DPD lebih bersifat konsultatif- 

subordinatif yaitu sebagai lembaga konsultasi DPR dalam kaitannya dengan 

kepentingan daerah dan beberapa materi pengaturan seperti anggaran pendapatan 

dan belanja negara, pajak pendidikan dan agama, sebelum diajukan dan dibahas 

bersama dengan pemerintah. Subordinatif artinya kekuasaan yang diberikan 

kepada DPD sangat terbatas dan lernah tidak seperti yang dimiliki oleh DPR 

sendiri. Dengan kata lain, DPD hanya benvenang dalam bidang materi tertentu 

yang terkait dengan kedaerahan, itupun sebatas mengajukan usulan rancangan 

udnang-udamg, membahas di tingkat awal, tidak sampai pada pengarnbilan 
- 



kewenangan legislasi hakikatnya menjadi domain dari kekuasaan DPR yang lebih 

kuat. Sehingga tidak salah jika diklaim sebagai sistem bikameral lemah (soft 

bicanzeral system) karena di antara kedua karnar tidak memiliki kewenangan yang 

sama dan seimbang. 

Ketidakseimbangan kewenangan kedua karnar ini sebenarnya merupakan 

ketimpangan konstitusional, padahal sifat dari DPD sebagai patner of legislation 

dari DPR juga kuat karena anggota DPD adalah representasi teritorial yang tidak 

bias politik dan lebih mengedepankan aspirasi rakyat atau dengan istilah 

sederhana disebut juga dengan democratic .representation (perwakilan 

demokratis). Dengan kata lain, bahwa kewenangan yang diberikan konstitusi 

kepada DPD sebenarnya bersifat semu atau relatif, dan kewenangan hakiki atau 

absolut tetap menjadi wewenang DPR. 

C. DPD Sebagai Lembaga Aspirator Kepentingan Daerah 

Materi muatan dalam konstitusi pasca amandemen menegaskan eksistensi 

DPD sebagai representasi daerah an sich. Hal tampak dalam beberapa pasal dalam 

UUD, misalnya pasal 22 C yang materi muatannya menjelaskan tentang 

keanggotaan DPD yang dipilih dari setiap propinsi melalui pernilihan umum dan 

dan pasal 22 D tentang kewenangan fungsional dalam legislasi yang domainnya 

adalah kepentingan daerah, baik terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta berkaitan dengan perimbangan 



Legitimasi prosedural dan legitimasi subtantif yang dimiliki DPD 

menjadikannya lebih berat dalam menjalankan fungsinya sebagaimana 

diamanahkan dalam perundang-undangan serta mempertanggungjawabkannya 

kepada masyarakat daerah secara langsung sebagai basis pernilihnya. Karenanya 

inti dari tugas D?D adalah menyerap aspirasi masyarakat di tingkat lokal dan 

memperjuangkannya di tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran 

model perwakilan DPD dan relasinya dengan lembaga negara lainnya. 

Bagan relasi DPD-dan lembaga negara 

I MPR RI / 

L DPR RI 
A 
I1 

Jalur 
Petwakilan 

I Jalur 
1 Pemerintahan 
I 

I ~aerdjh-daerah sebagai k e s h a n  dalarn lingkup - v 
Daerah sebagai sahan lokal (propinsi) 



Bagan model perwakilan DPD di atas menjelaskan konstruksj 

organisasional dan kelembagaan DPD sebagai bagian dari lembaga legislatif di 

satu sisi dan aspirator daerah di sisi lain. Dari bagan ini dapat dibaca bahwa ada 

beberapa karakteristik perwakilan daerah oleh DPD yang perlu ditekankan: 

Pertama, DPD mewakili daerah yang didalamnya terdapat berbagai unsur 

politik, yaitu DPRD, Pemerintah Daerah, satuan-satuan pemerintahan lainnya, 

partai politik, kelompok politik, universitas dan sekolah, serta organisasi 

masyarakat sipil. Rakyat dapat memasukkan kepentingan dan pengaruh politiknya 

melalui unsur-unsur politik tersebut atau pun melalui upaya perorangan. Dengan 

kata lain, daerah dalam konteks penvakilan DPD ini terbentuk dari berbagai unsur 

politik yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders). 

Kedua, semua unsur kekuatan politik di daerah tersebut seharusnya 

merumuskan dan menyepakati agenda politik yang hendak mereka pe rjuangkan 

melalui DPD. Agenda inilah yang akan menjadi dasar perjuangkan politik DPD 

dalam berbagai proses politik di tingkat nasional. Dalam forum-forum DPD, 

berbagai kesamaan agenda dapat dikristalkan menjadi agenda politik daerah pada 

tingkat nasional. Dengan mekanisme seperti ini, akuntabilitas DPD dapat 

ditentukan atau dibangun pada dua tingkatan, yaitu untuk masing-masing daerah 

dan untuk seluruh daerah pada tingkat nasional. Proses perumusan agenda politik 

daerah tersebut dapat dilaksanakan dalam forum-fomm terbatas maupun forum- 

forum terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah. 

Ketiga, untuk memaksimalkan perjuangan agenda-agenda politik daerah, 
- - 

- 



dukungan politik secara konkrit. Tanpa pemberian dukungan politik, daerah tidak 

dapat menuntut akuntabilitas dari DPD. Dalam ha1 ini, seringkali dikatakan bahwa 

dukungan politik diberikan oleh daerah melalui pernilihan umum secara langsung. 

Hal ini benar, tetapi terbatas pada dukungan prosedural sarnpai Anggota DPD 

terpilih. Untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan sebagaimana dirumuskan 

dalam agenda politik daerah yang disepakati, daerah hams memberikan semua 

dukungan politik yang diperlukan. 

Di sinilah menurut Dahlan Thaib perlunya dibentuk sekretariat penyerapan 

aspirasi masyarakat daerah, dimana tidak hanya dimonopoli oleh anggota DPD 

saja tetapi juga membangun jejaring (networking) secara formal dengan 

pemerintah daerah, DPRD maupun perguruan tinggi, LSM dan sebagainya 

maupun jejaring informal seperti tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini dianggap 

penting dalam rangka mencari informasi data dalam menyiapkan penyusunan 

materi muatan legislasi yang akan diajukan DPD nantinya kepada DPR.'~. 

Mengingat DPD bagian dari lembaga negara yang diatur secara 

konstitusional, maka tentu DPD tidak berdiri sendiri secara independen, tetapi 

merniliki kompleksitas relasional dengan lembaga patnershipnya, baik horisontal 

seperti DPR dan Pemerintah di tingkat nasional maupun vertikal seperti organ 

atau lembaga di bawahnya sebagai penyambung aspirasi politik daerah di tingkat 

. lokal. Untuk itu, perlu kiranya dibuat pemetaan tentang relasi hngsional dan 

posisional antara DPD dan lembaga lainnya. 

- 

-- 

l4 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, (Yogyakarta: 

- 

-- 

l4 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, (Yogyakarta: - - .  
Total Media, 2009), hlm. 149 



Pola relasi DPD dengan Lembaga Pemerintahan Nasional dan Daerah 
- - 

--- - 

Lembaga Perwakilan Nasional Lem baga-lembaga Pemerintah 

- Amanat dan 
dukungan 

i 
DPD Lernbaga- Lembaga- 

lembaga - lembaga , !  ; 
(Upper House) daerah ' !  I 

/ 
. ;  i PeI-mintahan 

lainnya , , , di daerah . :  , 

MPR Check and 
balance 

ekstemel 
0 

~ - : I  / ! 

/ Lembaga- Lembaga- ' : 
DPR lembaga lembaga : 1 

nasional ! ; 
Check and Pemerintahan (Lower House) balance tingkat nasional 
ekstemal 1 1  ! i / I 

: I  j 
I /  I 

------ - -  'i 
Bagan tersebut di atas dapat dijelaskan secara singkat bahwa DPD adalah 

bagian dari lembaga perwakilan di tingkat nasional yang di dalamnya terdapat 

MPR, DPR dan DPD itu sendiri. Di antara ketiga lembaga perwakilan ini 

berlangsung hubungan dan tata kerja koordinatif dan check-and-balance secara 

internal. Sebagai lernbaga-lembaga perwakilan tingkat nasional, seharusnya MPR, 

DPR dan DPD mempunyai agenda-agenda bersama yang disepakati untuk 

dipenuhi bersama, selain agenda-agenda khusus dari masing-masing lembaga itu. 

Di sarnping itu, idealnya ketiga lembaga ini secara kolektif melakukan check-and- 

balance 'secara eksternal dalam bentuk hubungan koordinatif dengan lembaga- 

lembaga lain baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal untuk membangun 



Oleh karena itu, maka rnestinya DPD lnampu membangun aliansi strategis 

((stra~egic alliance) dengan lembaga-lembaga mitra lainnya. Secara umuin, 

potensi aliansi strategis DPD dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga mitra 

ke rjanya dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini. 

Lembaga-lembaga mit1.a kerja DPD dan potensi aliansi strategis 
- - - .- 

I p p o t e n s i  yang dapat dikernbangkan dalarn 

Lernbaga-lembaga / aliansi strategis 

mitra kerja DPD 
- --..- .. . * - 

Majelis politik MPR terhadap usulan amandernen UUD 

Permusyawaratan 1945 

Rak yat 

I 
I I ~ u k u n ~ a n  polik terhadap usulan arnandemen terhadap 
I i 

Evaluasi terhadap hubungan dan tata ke rja serta check-and- 

1 Dewan Perwakilan 

Rakyat 

1 
I 

/ P e n e p u h m a d a p  tafsir politik berkenaan dengan I 

balance internal antara DPR dan DPD 
--- - 

Sinkronisasi Tatatertib dari DPR dan DPD 

Harmonisasi hubungan dan tata kerja serta perumusan 
I 

agenda bersama 

l~onstitusi 
I 

I tarnandemen UUD 1945 I 

penjabaran fungsi dan kewenangan DPD i 
I 
I 

-A 

- - Pemerintah nasional Dukungan Pemerintah terhadap DPD dalam 

memaKSlmaIKan- 

Dukungan terhadap aspirasi DPD untuk melanjutkan I 



cementerian) /peningkatan kinerja 

I Dukungan dan penerimaan terhadap berbagai agenda yang 

/dipejuangkan oleh DPD 

-.. 

- ---r -_- ___-____ ..-_l_l_llll_- 

'emerintah daerah Dukungan politik dan sumberdaya baik dari masing- 

xopinsi dan masing daerah maupun lintas daerah 

cabupaten / pengembangan agenda-agenda daerah dan lintas daerah ke  

dalam proses politik nasional 

Partai politik Dukungan terhadap aspirasi DPD dalam ha1 amandemen ---I---- 
Oiganisasi *agenda-agenda sosial yang penting bagi 

masyarakat sipil kehidupan daerah dan nasional I 
(LSM, dsb.) I ~ a s u k a n  kebijakan, data dan informasi yang berkenaan 

I dengan pembangunan manusia dan sosial 

Media nasional dan Dukungan untuk m e n G p a i k a n  perkembangan dan -7 
daerah Ipe juangan politik DPD 

Masukan tentang efektivitas DPD dalam melakukan 

komunikasi politik dengan daerah maupun masyarakat 

umum 

Universitas d z  
I 

Masukan dalam bentuk kajian-kajian ilmiah tentang 

Umpan-balik secara kntis terhadap kine j a  DPD 

sekolah 

l ~ u k u n ~ a n  tertadap aspirasi DPD dalam ha1 amandemen 

agenda-agenda yang akin diperjuangkan oleh DPD 

UUD 1'945 



2Dunia usaha swasta Dukungan sumberdaya dan politik terhadap DPD I 

khususnya berkenaan dengan pengembangan usaha dan 

investasi di daerah 

i I~ekomendasi kebijakan tentang pembangunan ekonomi 

i 

j yang kondusif bagi pengusaha f 
L" ..-*- - J 

Dengan aliansi strategis tersebut, setidaknya eksistensi DPD dapat 

dioptimalisasikan semaksimal mungkin guna menghasilkan produk hukum yang 

pro-kedaerahan. Demikian pula dihasilkan beberapa prinsip dalam upaya 

legitimasi peran DPD di tingkat lembaga legislatif maupun lembaga aspiratif dan 

konsultatif di tingkat daerah, sebagai berikut: 

1. Mampu mengatasi keterbatasan dan mengubahnya menjadi basis kekuatan 
4 

posisional; 

2. Mencerminkan kesiapan DPD sebagai wakil daerah dengan dasar definisi 

posisi, peran dan keberadaan yang benar; 

3. Menjembatani hubungan dengan lembaga negara lainnya, terutama pada 

tingkat nasional dan propinsi; 

4. Mencerminkan DPD sebagai simpul jaringan kerja di antara berbagai 

pelaku politik tingkat nasional dan daerah; 

5. Mem%antu para Anggota DPD dengan seluruh Alat Kelengkapan yang ada 1 
di dalamnya untuk membangun strategic alliance; 

6. Membuka peluang untuk mobilisasi sumberdaya yang diperlukan oleh 



7. Membantu DPD dalam mengembangkan rancangan kelembagaan yang 

sesuai dengan karakteristik, fungsi dan tugas-tugas konstitusionalnya. 

Gagasan ideal memben tuk aliansi strategis ini bukan tanpa alasan, 

melainkan karena secara konstitusional eksistensi dan peran serta wewenang DPD 

relatif terbatas dan memiliki titik kelemahan. Berikut titik kelemahan secdra 

konstitusional DPD menurut Bivitri susantiI5: 

- . . - 

-1 
---.--- m-- Aturan Kelemahan 

I I ----- 
Di dalam Undang Undang Dasar 

- 1 
Pasal20 ayat (1) kekuasaan membentuk 1 

I 
Dewan Perwakilan Rakyat undang-undang juga ada pada DPD, 1 

bisa dibatasi pada 

undang-undang. hal-ha1 tertentu. 

Pasal20 ayat (2) it Inti kekuasaan legislatif ada pada 1 
i / 1setiap rancangan undang-undang tahap pembahasan, sehingga bila I I 

I Idibahas oleh Dewan Perwakilan /DPD didesain untuk mempunyai i 

DPR dan Presiden, tetapi juga DPD. 

-.,-- --. .- . -. .- -. -. . . -. . . . - 
Kata "dapat" 

Rakyat dan Presiden untuk 

mendapatkan persetujuan bersama. 

- - 

07, "Penguatan Kewenangan DPD dun rasai-Pasm' iai7ryang- 
Terkait di Bidang Legislasi, Anggaran, dun Pengawasan", disampaikan dalarn Perternuan Ahii 
Hukum Tata Negara, diselenggarakan oleh Univ. 45, Makassar, 30 Juni. 

kekuasaan legislatif yang efektif, 

pasal ini juga hams diubah, agar 

setiap RUU tidak hanya dibahas oleh 



-- -,, . .- . . -.. - -. , , . ... . - -. ... ... 

Aturan Kelemahan .'.'I 
f 
I '-? -- -..----- 

,Dewan Penvakilan Daerah dapat 
I 

i 
i 
! jmengajukan f kepada Dewan 

Penvakilan Rakyat rancangan 
I I I 

undang-undang yang berkaitan 

1 
dengan otonomi daerah, hubungan 

--- "--. - - 
mempunyai kekuasaan legislatif yang t 
lefektif DPD tidak menjadi salah satu 

institusi yang mengajukan RUU. 

Pasal ini ditafsirkan (di dalam UU 

Susduk dan UU 1012004 tentang 

/ Ipusat dan daerah, pernbentukan dan Pembentukan Peraturan Perundang- 1 I I 
Undangn), hanya DPK dan 

gernerintah yang bisa mengajukan 
i 

RUU. Maka RUU yang disusun oleh 

DPD disampaikan kepada DPR dan 1 I 
bila DPR menerimanya, maka RUU 

tersebut pun dianggap diajukan oleh 

DPR (karena DPD bukan pihak yang 

bisa mengajukan RUU untuk dibahas) 1 

Ipmekaran serta penggabungan 

Idaerah, pengelolaan sumber daya 
I 
! a l m  dan sumber daya ekonomi 

! 

1 

- -, - -- . -" - --.----- --.--- - --. - 
Kata "ikut" membahas RUU I 

Dewan Penvakilan Daerah ikut DPD tidak mempunyai 

I 

1 

-- 

lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

membahas rancangan undang- 

undang yang berkaitan dengan 

I 

kekuasaan legislati f yang efektif. 1 

Pasal ini ditafsirkan (di dalarn UU 

lotonomi daerah; hubungan pusat 

dan daerah; pembentukan, 

Susduk, UU 1012004, dan Tata Tertib 

DPR), DPD bisa saja diundang oleh 

P 



- --- <I Aturan 
I - -- - - - 
I I p e m e k a r a n ,  dan penggabungan 

! daerah; pengelolaan sumber daya 

lalam dan sumber daya ekonorni 

laimya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; serta 

memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Penvakilan Rakyat atas 

rancangan undang-undang anggaran 

lpendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, 

dan agama. 

Pasal22D ayat (3) -i--- 
I Dewan Penvakilan Daerah dapat 

melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang 

i mengenai: otonomi daerah, 

ipembentukan, pemekaran dan 

penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah pengelolaan 

. .,.. " . 

Kelemahan 

- 

- - ----- - -- 
IPR pada awal pembahasan. Namun 

-rn dan sumber daya 

)PD tidak dapat ikut serta dalam 

apat-rapat berikutnya, terutama yang 

jerkaitan dengan pengambilan 

Cata "dapat" membuat DPD tidak 

nempunyai kekuasaan yang efektif 

lalam ha1 pengawasan atas 

~elaksanaan undang-undang. 

Jasal ini ditafsirkan sedemikian rupa 

;ehingga masukan dari DPD dalarn 

la1 fungsi pengawasan juga tidak 

lite jemahkan ke dalam.mekanisme 

fang jelas yang membuat masukan 



No. I rr , - .. , . . . .., - . . . , . .. . ,. -. -. . . - , -. -. -- , .--. - -- -. . . . 

Aturan 1 Kelemahan 

~.ko,,,ne,,,,;pel.aisanaan-- -.--- --- - .-3 
ftersebut efektif. I I I i 

I 1 i i 

/ /anggaran pendapatan dan belanja 
I I Inegara, pajak, pendidikan, dan 

agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada Dewan 

Penvakilan Rakyat sebagai bahan 

lpertirnbangan untuk ditindaklanjuti. 1 
-i - - --- - -- - . . 

I ~ a s a l 2 3  ayat (2) Frase "dengan memperhatikan 

Rancangan undang-undang pertimbangan DPD" membuat DPD 1 
i 

/negam diajukan oleh Presiden untuklefektif dalam ha1 fungsi anggaran. 1 
i 

anggaran pendapatan dan belanja 

Idibahas bnsarna Dewan Penvakilan I I 

tidak mempunyai kekuasaan yang I 

I / IRakyat dengan memperhatikan 1 1 I 

pertimbangan Dewan Penvakilan 

Daerah. 

Pasal23 ayat (3) 
.- 

DPD tidak dimasukkan di dalam 

/ 
I 

anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang diusulkan oleh 

Apabila Dewan Penvakilan Rakyat 

tidak menyetujui rancangan 

karena masukan DPD sernakin tidak 

didengar. 

ketentuan ini sehingga fungi  

anggaran DPD semakin tidak efektif 



-.~.-.'--.I-.." 

I Kelemahan 
1 I 

Pasal23F ayat (I) 

Anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan dipilih oleh Dewan 

/ 
1 
I 

Penvakilar Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara tahun yang lalu. 

/ ~ e w a n  Penvakilan Daerah dan 

diresmikan oleh Presiden. 

Seharusnya pertimbangan DPD 

menjadi elemen utama, bukan hanya 

diperhatikan oleh DPR. Ketentuan ini 

berkontribusi kepada tidak efektifnya 

wewenang DPD dalam ha1 bngsi 

anggaran dan pengawasan. 

Di Dalam UU NO. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, I 
f 

1 ~DPD mempunyai bngsi: 

DPR, DPD, dan DPRP) 

I P engajuan usul, ikut dalam 

Pasal223 

I I pembahasan dan mernberikan 

DPD dianggap hanya "ikut" dalam 

I I pertimbangan yang berkaitan 

Ipernbahasan (tidak 'membahas" 

dalam arti turut memutuskan). 

/ ldengan bidang legislasi tertentu; I 
pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang tertentu. 

--. 

Pasal224 ayat (1) ~a t a "da~a t "  membuat DPD tidak -----I - 
DPD dapat m e n g a j u l t a n i d a  

. . ==- Yaw 
1 



- -- - .. .. .- - -. . - . . . . . . . . - . . . . - 

Aturan Kelernahan 
1 

1 

t . . .- . ..... "- "-,""-.- -.-.- ,. ." --..- i 

rancangan undang-undang efektif. DPD tidak menjadi ralah satu 1 
i i / iyang berkaitan dengan otonomi institusi yang mengajukan RUU. i ! I 

i 
Idaerah, hubungan pusat dan daerah, 
I 

pembentukan dan pemekaran, dan 

penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, dan sumber daya 

ekonomi lainnya serta yang 

berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

Ayat selanjutnya dalam pasal ini 

membuat wewenang DPD semakin 
I 
I 

kecil. I 
1 

/ llainnya serta yang berkaitan dengan 

1 

Pasa1224 ayat (1) 

DPD ikut membahas rancangan 

undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah; hubungan 

pusat dan daerah; pembentukan, 

pemekaran, dan penggabungan 

daerah; pengelolaan sumber daya 

I I daerah, yang diajukan baik oleh 

lalam, dan sumber daya ekonomi 

. perimbangan keuangan pusat dan 

Kata "ikut" membahas RUU 

mernbuat DPD tidak mempunyai 
I 

1 
I 

kekuasaan legislatif yang efektif. 1 

DPR mauDun oleh pemerintah. 



. -~ . . 

Aturan , 
Kelemahan I 

I - .- . . ... 

Pasal224 ayat (1) IKetentuan ini semakin mengecilkan i 

j 
1 /undang-undang APBN dan /dapat memberi pertirnbangan. 

1 

I 
I 

I rancangan undang-undang yang f I 

I 
i 

DPD memberikan pertimbangan iefektivitas fungsi legislasi dan fungsi 

kepada DPR atas rancangan langgaran DPD karena DPD hanya 
1 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, 1 ldan agarna. 1 

ayat (1) /seharusnya pertimbangan DPD 

i 
PD memberikan pertimbangan imenjadi elemen utama, bukan hanya 

i 

kepada DPR dalam pemilihan diperhatikan oleh DPR dan I 
I 

anggota Badan Pemeriksa disampaikan sebelum pemilihan 

Keuangan. i anggota BPK yang sesungguhnya I 

1 I jdimulai. Ketentuan ini berkontribusi 1 
J 
kepada tidak efektifhya wewenang 

DPD dalarn ha1 fbngsi anggaran dan 
I 

.----.- 

Pasal224 ayat (1) Kata "dapat" membuat DPD tidak 

/ ~DPD dapat melakukan pengawasan !mempunyai kekuasaan yang efektif 1 

- - -- p d x n i d c a n ,  ~emekaran, dan 

atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai otonomi daerah, 

dalam ha1 pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..T 

Aturan i Kelemahan 
i C 

daerah, hubungan 
i 

I i 
i 
1 
! lpusat dan daerah, pengelolaan 1 

Melihat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur DPD sebagaimana 

disebut di atas, lembaga ini tidak memiliki wewenang membentuk undang-undang 

bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Wewenang DPD terbatas dan sempit, 

karena DPD hanya untuk memberi pertimbangan. Seolah-olah DPD hanya I 

berposisi sebagai Dewan Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Tidak terbantahkan, UUD 1945 secara eksplisit telah memangkas 

penggunaan fungsi legislasi oleh DPD. Pasal 20 ayat ( I )  dan 20 A ayat (I)  UUD 

1945 menentukan bahwa kekuasaan membuat undang-undang (legislasi) hanya 

dimiliki oleh DPR. 

Begitu juga ketentuan yang sama dijabarkan lebih lanjut dalam undang- 

undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU No 2712009). , 

Karenanya hams diakui perubahan UUD 1945 amat membatasi kewenangan 

daya alam, dan sumber daya, I 
lainnya, pelaksanaan 

pendidikan, dan 1 

- -  ILPD: b e g w a  dalam UU No 27/2009. Keduanya menunjukkan betapa 

terbatasnya wewenang DPD. DPD hanya ikut membahas K U ~ '  

.-----.-- J 



berkaitan dengan otonomi daerah dan dapat memberi pertimbangan kepada DPR 

saat DPR melaksanakan kewenangannya. Dari ketentuan tersebut jelas terlihat 

bahwa sistem bikameral yang dituangkan dalam UUD 1945 hasil amandemen 

tidak sesuai dengan prinsip bikameral yang umum dalarn teori-teori 

ketatanegaraan, yaitu fungsi parlemen yang dijalankan oleh dua kamar secara 

berimbang (balance) dalam proses legislasi maupun pengawasan. 

Oleh karenanya, untuk menata hngsi legislasi, yang diperlukan tidak 

hanya terbatas pada penguatan fungsi legislasi DPD tetapi juga dengan membatasi 

peran atau keterlibatan presiden dalam fungsi legislasi. Kalau memang punya 

political will yang kuat untuk melakukan purifikasi sistem presidensial, presiden 

tidak lagi dilibatkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. 

Dengan demikian, mekanisme checks and balances dalam pembahasan rancangan 

undang-undang hanya terjadi antara DPR dan DPD. Sementara itu, untuk 

membangun checks and balances antara presiden dan lembaga penvakilan rakyat 

(DPR dan DPD), presiden diberikan hak untuk menolak rancangan undang- 

undang yang telah disetuji oleh DPR dadatau DPD. 

Secara konstitusional, untuk memperkuat fungsi legislasi DPD hanya 

dapat dilakukan dengan melanjutkan perubahan terhadap UUD 1945. Itupun 

dengan catatan, memperkuat hngsi legislasi DPD tidak cukup hanya dengan 

mengubah Pasal 22D UUD 1945. Kalau hanya terbatas pada. Pasal 22D UUD 

1945 saja, maka perubahan potensial menimbulkan keganjilan-keganjilan dalam 

pelaksanaan hngsi legislasi. Bagaimanapun, perubahan atas Pasal 22D UUD 
- ~ .  

ertikut ini: 



1. DPR dan DPD mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang; 

2. DPR dan DPD memiliki hngsi legislasi, hngsi anggaran, dan 

pengawasan; 

3. Setiap anggota DPR dan DPD berhak mengajukan rancangan undang 

undang; 

4. Setiap rancangan undang-undang hams melalui kedua kamar (DPR dan 

DPD) sebelum diajukan kepada presiden untuk ditandatangani; dan 

5. Presiden tidak lagi terlibat dalam pembahasan setiap rancangan undang- 

undang. Dengan batasan itu, presiden dapat mem-veto setiap rancangan 

undang yang sudah disetujui DPR dan DPD. 

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan beberapa prinsip tersebut, 

setidaknya DPD ke depan perlu mendapat dukungan dari publik dalam rangka 

mengupayakan lembaga DPD ditempatkan pada posisi yang kuat dan seimbang 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKKI). Berikut beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan untuk 

mengefektifkan DPD dalam menjalankan hngsi, tugas dan wewenangnya sebagai 

wakil dari kepentingan daerah:I6 

1. Perubahan Konstitusi 

Akar permasalahan dari keterbatasan kewenangan DPD, tidak dapat 

dipungkiri adalah pengaturan. mengenai DPD dalam konstitusi. Ketentuan yang 

hams diubah adalah Pasal 22 D yang mengatur keberadaan DPD, terutama 

keterbatasan wewenang DPD. Wilayah konstitusional antara DPR dan DPD 

'' Kelompok DPD di MPR RI, 2007, Untuk Apa DPD RI, hlm. 1 18 



menjadi isu politik yang makin memanas, karena adanya keinginan dari sejumlah 

anggota DPD untuk mengajukan inisiatif amandemen UUD 1945. Meski begitu, 

sama sekali tidak mudah untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk yang 

ke-lima kalinya. 

Dari segi prosedur, berdasarkali Pasal 37 UUD, untuk dapat memulai 

pembicaraan mengenai perubahan UUD, sepertiga anggota MPR hams 

mengajukannya. Namun, DPD tidak boleh pesimis, malahan DPD hams 

mengintensifkan pendekatan, lobi dan pemberian penawaran politik berupa 

terbukanya kesempatan juga bagi partai politik untuk menerripatkan kader-kader 

terbaiknya dalarn pemilu DPD. Lobi-lobi ini hams dimaknai sebagai sebuah 

pekerjaan rumah yang mengikat bagi seluruh anggota DPD untuk bersama-sama 

memperjuangkan lembaga yang menaunginya agar minimal setara dan memiliki 

tugas, fungsi dan wewenang yang sama dengan DPR. 

Selain itu, DPD hams mengupayakan secara terus-menerus kerja sama 

antara DPI) dan DPR untuk penyelesaian berbagai permasalahan kebangsaan. 

Kerja sama yang terus menerus dapat diasumsikan akan mampu mencairkan 

kebekuan dan kebuntuan sikap penolakan dari DPR untuk mendorong penguatan 

DPD agar mampu membangun struktur ketatanegaraan yang baik. 

2. Konvensi Ketatanegaran 

Upaya lain yang perlu didorong dan didukung selain perubahan konstitusi 

adalah lahirnya konvensi ketatanegaraan baru yang dapat membuat eksistensi 

DPD lebih dikuatkan. Konvensi ketatanegaraan yang dimaksud adalah praktek 



ketatanegaraan yang lahir bukan karena adanya pengaturan, melainkan karena " 

tradisi". 

Pidato presiden di hadapan MPR setiap 16 Agustus misalnya adalah 

sebuah konvensi ketatanegaraan. Karena itulah, pidato kenegaraan presiden 

tanggaI 16 Agustus 2005 yang mengikutsertakan DPD menimbulkan dua arti 

penting. Pertama, DPD telah diakui keberadaannya sebagai suatu bagian dari 

lembaga legislatif yang hams diperhitungkan oleh Presiden dalam pembuatan 

kebijakan. Kedua, pengakuan akan peran DPD sebagai penyeimbang kepentingan 

nasional dan aspirasi daerah: 

3. Penguatan Institusional 

Hal lain yang hams dilakukan untuk mengefektifkan keberadaan DPD 

dalam rangka menuju sistem bikameral yang efektif adalah penguatan 

institusional. Wewenang DPD memang sangat terbatas, namun perannya sebagai 

wakil rakyat tidak akan bisa dibatasi. 

Ada tiga peran DPD yang bisa dikelnbangkan menjadi aplikasi penguatan 

institusi DPD. Pertama, sebagi fasilitator antara kepentingan dan kebutuhan 

daerah dengan pengambilan keputusan di tingkat pusat. DPD hams mampu secara 

proaktif menggali berbagai masalah yang hams ditangani dan diatasi dengan 

adanya pengarnbilan kebijakan di tingkat Pusat. DPD juga memfasilitasi informasi 

yang cukup antara Pusat dan Daerah untuk pemberdayaan daerah. DPD tidak 

hanya cepat dalam menanggapi isu-isu kedaerahan tetapi juga punya keberpihakan 

yang jelas untuk kelompok masyarakat marjinal, karena kelompok inilah yang 
- -- 

. .  . . - . . 
t~dak m e m i l a t  Pusat. 



Kedua, sebagai kekuatan politik penyeimbang DPR di dalam legislatif. 

Keberadaan DPD di dalam legislatif sendiri sudah mempunyai arti penting. 

Walaupun perannya sebagai kekuatan politik penyeimbang belum diakomodasi 

secara hukum, peran ini tetap bisa dilakukan secara politik. Misalnya saja dengan 

mengeluarkan keputusan-keputusan politik yang merespon kebijakan DPR yang 

terkait dengan isu DPD. Ketiga, DPD dapat juga mendorong adanya transparansi 

dalam kinerja parlemen secara keseluruhan, misalnya melalui model rapat terbuka 

dalam rangka pembahasan yang transparan dan akuntabel. 

Dari apa yang telah dipaparkan di awal telah jelas bahwa arnademen 

konstitusi sebenarnya masih menyisakan persoalan dalam sistem ketatanegaraan 

yang " setengah-setengah" sehingga menimbulkan multitafsir terhadap banyaknya 

pasal yang mengandung ambiguitas dan ambivalensi dalam maknanya. Tak 

terkecuali dalam menangkap aspirasi kepentingan daerah sebagai bagian dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang direpresentasikan melalui DPD. 

Soft bicameralism dan parlemen asimetrik menjadi titik persoalan yang 

membuat eksistensi dan wewenang DPD sebagai bagian dari lembaga legislatif 

dikebiri dan terbelenggu secara konstitusional. Hal ini tetap menjadi tugas pokok 

publik untuk mendukung kembali adanya amandemen kelima UUD 1945 agar 

cita-cita masyarakat daerah atau rakyat secara keseluruhan benar-benar tenvakili 

di tingkat nasional, . yakni dengan disejajarkannya secara equal peran . dan 

wewenang antara DPD dan DPR RI secara eksplisit dalam konstitusi. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ide dasar pembentukan DPD RI adalah terakomodasinya kepentingan 

daerah dalam pembentukan perundang-undangan, sehingga hngsi DPD 

RI dalam bidang legislasi, pengawasan dan nominasi diselenggarakan 

secara berimbang dua kamar DPR RI dan DPD RI yang anggotanya dipilih 

secara langsung. DPD RI akan meningkatkan posisi tawar daerah dalam 

memperjuangkan aspirasi daerah secara langsung di tingkat pusat, ini 

artinya DPD RI disebut sebagai salah satu chambers legislatif, maka 

secara implisit diakui bahwa parlemen di Indonesia memiliki dua 

chambers. Untuk memenuhi fungsi tersebut harus dilakukan perubahan 

kembali terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

T a h n  1945. 

2. Untuk membangun sistem checks and balances dalarn parlemen bikarneral, 

seharusnya DPD RI mempunyai fungsi dan kewenangan yang sama 

dengan DPR RI sebagai lembaga legislatif. DPD RI dan DPR RI sama- 

sama bel-hak mengajukan Rancangan Undang-Undang serta saling 

memiliki hak veto yang dapat membatalkan suatu rancangan undang: 

undang yang telah disetujui lembaga lainnya setelah memenuhi 

persyaratan tertentu. Pembahasan suatu rancangan undang-undang dimulai 

envakilan, apabila UYK Ri su& 



menyetujui suatu rancangan undang-undang (di internal DPR RI), 

selanjutnya DPD RI akan memulainya membahas rancangan undang- 

undang tersebut di internal DPD RI. Jika sudah sama-sama setuju, dapat 

dilakukan pembicaraan segitiga DPR RI- DPD RI dan Presiden RI 

untuk membahas dan mengambil keputusan bersarna mengenaj 

rancangan undang-undang menjadi undann-undang. Selain itu perlu pula 

ditingkatkan hngsi dan kewenangan pengawasan DPD RI agar setara 

dengan DPR RI sebagai sesama lembaga negara. 

3. DPD RI bisa menjadi pintu masuk partipasi masyarakat dalarn 

pembentukan undang-undang. Sebagai alat artikulasi kepentingan daerah 

maka penyerapan aspirasi masyarakat merupakan kegiatan anggota 

DPD RI yang paling penting, baik yang beruwujud penyerapan aspirasi 

secara langsung yang berupa dialog tatap muka, seminar atau lokakarya 

dengan tujuan untuk menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi 

masyarakat, maupun penyerapan aspirasi secara tidak langsung yang 

dilakukan melalui konsultasi dengan lembaga pemerintahan lokal 

(DPRDIPemerintah daerah). Sehingga dengan penyerapan aspirasi ini 

seorang wakil daerah dapat dianalogkan sebagai ujung tombak dalam arti 

anggota DPD RI dituntut selalu terdepan dalam mempetrjuangkan 

kepentingan daerah, sebagai pembuka kran dalam arti anggota DPD RI 

harus membuka sumbatan-sumbatan aspirasi daerah, dan sebagai jembatan 

penghubung antara pernerintah pusat, pemerintah daerah dan mas yarakat 
- - 
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melalui satu jalur saja yaitu penyerapan aspirasi tidak langsung, 

sedangkan penyerapan aspirasi langsung jarang dilakukan, akibatnya di 

mata masyarakat DPD RI keberadaannya dianggap tidak ada. 

B. Saran-Saran. 

1. Hendaknya DPD RI diberikan fungsi dan kewenangan sebagaimana 

fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI, baik dalam bidang 

legislasi, anggaran maupun pengawasan, dengan cara mengamandemen 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Optimalisasi peran DPD RI dalam menggali aspirasi masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan maksimalisasi 

dan optimalisasi kinerja sebagai co-legislator dalam bidang legislatif, 

utamanya dalam kaitannya dengan pengembangan kedaerahan sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang parlemen bikameral model 

Indonesia atau gagasan alternatif sistem Trikameral model Indonesia, 

sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan antara bikarneral 

murni dan Trikameral. 

* * 
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